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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat
dan karunia-Nya, Proyek Perubahan dengan judul
Pengelolaan Asphalt Mixing Plant (AMP) dengan
Skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
dapat diselesaikan. Proyek Perubahan ini
merupakan tugas pada Pelatihan Kepemimpinan
Nasional Tingkat Il Angkatan XXVIII Tahun 2022.

Penulis selaku Project Leader mengucapkan terima
kasih kepada:
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mengapresiasi proyek perubahan ini.

2.Sekretaris Daerah Kota Palembang Bapak Drs. Ratu Dewa, M.Si selaku mentor
yang mengarahkan dan selalu memberikan dukungan untuk setiap langkah
dalam mewujudkan proyek perubahan ini.

3.Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri beserta seluruh jajaran yang
memberikan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta semua
kebutuhan selama mengikut PKN ini.

4. Bapak Drs. Endang M. Kendana, M.Si, selaku Coach atas segala dukungan ,
bimbingan, dan motivasinya sehingga proyek perubahan ini dapat
diselesaikan.

5.Tim efektif dan stakeholder yang telah berkomitmen untuk mendukung
pelaksanaan Proyek Perubahan ini.

6.Widyaiswara BPSDM Kementerian Dalam Negeri, widyaiswara LAN dan
semua narasumber yang senantiasa memberikan pengetahuan bermanfaat.

7.Panitia PKN Tingkat Il Angkatan XXVIII Tahun 2022 yang selalu sigap
memfasilitasi selama pelaksanaan pelatihan.

8.Peserta PKN Tingkat Il Angkatan XXVIIl sebagai teman-teman seperjuangan
yang selalu saling memberikan motivasi dan bantuan.

Penulis menyadari bahwa Proyek Perubahan ini belum sempurna. Oleh karena
itu, dengan segala kerendahan hati, penulis bersedia menerima koreksi, kritik
dan saran. Penulis sangat berharap proyek perubahan ini dapat terus
dilaksanakan sampai mendapatkan output jangka menengah dan jangka
panjang sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
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PROYEK PERUBAHAN

EXECUTIVE SUMMARY

PENGELOLAAN ASPHALT MIXING PLANT (AMP)
DENGAN SKEMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Kebutuhan transportasi akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya daerah
perkotaan. Begitu pula suatu ruas jalan dimana volume kendaraan akan terus naik, yang
mengakibatkan tidak seimbangnya kapasitas jalan dengan jumlah beban kendaraan yang
melintas. Hal ini mengakibatkan permasalahan dalam trasportasi jika tidak dilakukan
alternatif solusi baik pemeliharaan terhadap jalan yang ada atau pembangunan jalan baru
yang disebut dengan kondisi do-nothing. Sebaliknya jika adanya tindakan seperti
peningkatan ruas jalan, Pembangunan Fly over atau Underpass, pelebaran persimpangan
dan pemeliharaan maka akan bisa dicapai suatu perbaikan ruas jalan yang lebih baik,

sehingga tundaan dapat dihindarkan.

Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang memiliki potensi ekonomiyang
sangat besar sehingga harus didukung dengan aksesibilitas jaringan jalan yang baik,
mudah serta aman untuk kepentingan perkembangan wilayah. Kondisi jalan kota
Palembang saat ini 82 % mantap (kondisi baik dan sedang) serta 18% tidak mantap
(rusak ringan dan berat). Peningkatan dan pembangunan jalan tentu membutuhkan
anggaran yang besar sedangkan pembangunan yang harus dilakukan pemerintah
bukan hanya untuk jalan tetapi diberbagai sektor. Disisi lain, terdapat aset milik Dinas
PUPR yang tidak dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan anggaran operasi
dan pemeliharaannya, yang apabila difungsikan secara optimal akan memberikan
solusi peningkatan dan pemeliharaan jalan di kota Palembang. Mencermati
permasalahan dan kebutuhan tersebut diatas, maka Project Leader mengambil
keputusan manajemen strategis mengoptimalkan pemanfaatan aset yang mendukung
pelaksanaan pekerjaan peningkatan pelayanan jalan kota sehingga beberapa

pekerjaan dapat dilakukan secara mandiri.
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Salah satu aset yang dimiliki untuk mendukung pekerjaan tersebut adalah peralatan
produksi campuran aspal panas atau lebih dikenal dengan nama Asphalt Mixing Plant (AMP).

Asphalt Mixing Plant adalah seperangkat peralatan yang mempunyai fungsi untuk
memproduksi bahan pelapisan permukaan jalan lentur yaitu campuran beraspal panas.
Kapasitas AMP yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Palembang dapat memproduksi aspal sebesar 300 - 500 ton per hari tetapi saat ini hanya
berproduksi sebanyak 30 - 50 ton per bulan.

Hal ini sangat disayangkan karena ada aset yang tidak beroperasi optimum sementara
kebutuhannya sangat mendesak, tetapi untuk mengoptimalkan AMP tentu akan
membutuhkan dana operasional yang besar pula. Agar aset tersebut dapat berfungsi
optimal, maka Project Leader membuat proyek perubahan. dengan judul :

PENGELOLAAN ASPHALT MIXING PLANT (AMP) DENGAN SKEMA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH (BLUD).
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BAB I
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. Latar Belakang
1.Kondisi Umum
Batas administrasi wilayah Kota Palembang sebagai berikut:
o Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin
o Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin;
o Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Muara Enim;
o Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

Luas wilayah Kota Palembang sebesar 369,22 Km2 (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan dari Permendagri Nomor 137 Tahun 2017
tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota
dan Kecamatan Seluruh Indonesia) dan secara administrasi terbagi atas 18 Kecamatan dan
107 Kelurahan.
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Sumber: Buku Perubahan RPIMD Kota Palembang Tahun 2018-2023
Gambar 1
Peta Administrasi Kota Palembang
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2. Masalah Pokok Daerah
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018- 2023 menyatakan bahwa salah satu
permasalahan terkait dengan tranportasi jalan raya adalah banyaknya jumlah ruas jalan
yang memiiliki rasio kendaraan berbanding kapasitas yang tinggi, sehingga pada ruas-
ruas tersebut sangatlah rawan kemacetan. Hal ini menjadi permasalahan yang harus
diselesaikan, karena masalah kemacetan akan memberikan dampak negatif, baik karena
terjadinya pemborosan bahan bakar, dampak terhadap lingkungan karena terjadinya
polusi udara dan polusi suara, hingga dampak negatif terhadap tingkat stress
masyarakat.

Kemacetan adalah salah satu permasalahan klise yang dihadapi oleh seluruh kota
metropolitan. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perhubungan Kota Palembang
telah berhasil mengidentifikasi 31 titik kemacetan utama. Adapun penyebabnya
terindentifikasi dalam kelompok besar yaitu hambatan samping (parkir liar, genangan) dan

kondisi jalan yang kurang baik (kapasitas tidak ideal, kondisi jalan berlubang).

3.Visi dan Misi

L,

Sumber: Buku Perubahan RPIMD Kota Palembang Tahun 2018-2023
Gambar 2
Walikota dan Wakil Walikota Palembang

Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023. Visi
Walikota dan wakil walikota Palembang adalah “PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023”
yang dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

>
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Tabel 1

Visi Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018-2023

ELOK

Kota Palembang memiliki hinglungan yang bersih, indah, hijau,
tertata sehingga nyaman dan layak huni. Masyarakatnya ramah,
santun, bersahabat, schingga menarik untuk menjadi tempat
tujuan melakukan berbagai aktivitas, baik ekonomi, sosial, budaya,

pariwisata, olahraga, dan investasi.

MADANI

Kota Palembang masyarakatnyva menjunjung tingsi norma, nilai-
nilai dan hukum, yang ditopang oleh penguasaan teknologi,
beradab, beriman, berilmu, tertib dan patuh kepada peraturan yang
berlaku, memiliki peradaban yang tinggi, mengedepankan
kesetaraan, transparansi, demokratis dan berkeadilan sosial serta
memiliki toleransi dalam pluralisme, partisipasi sosial vang luas

dan supremasi huloim.

Kota Palembang kondisinya kondusif, masyarakatnya aman untuk
melakukan berbapai aktivitas, tidak terjadi konflik sosial baik
vertikal maupun horizontal dan para investor aman untuk
berinvestasi serta aman untuk menyelenggarakan event nasional

maupun internasional.

SEJAHTERA

Kota Palembang memiliki magyarakat yang mempunyai taraf hidup
berlkualitas dengan terpenuhinyva kebutuhan dasar, dalam bidang
pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan
lingkungan, taraf dan pola konsumsi serta sosial lainnya.

DARUSSALAM

Kota Palembang menjadi kota yang aman, damai, tentram, malimuar
dan sejahtera serta adanya harmoni antara kehidupan manusia dan

alam.

Sumber: Buku Perubahan RPIMD Kota Palembang Tahun 2018-2023
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Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan Visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada lima
misi pembangunan Kota Palembang Periode 2018 -2023, yaitu:

Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang
terpadu, merata bekeadilan, berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan yang berbasis Teknologi dan
Informasi

Mewujudkan masyarakal yang religius, berbudaya,
beretika, melalui pembangunan budaya integritas yang
didukung oleh Peamerintahan yang bersih, berwibawa
dan profesional

Mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai

simpul pembangunan reglonal, nasional damn
inbernasional yang kompeltitif dan komparatif dengan
menjamin rasa aman unbuk berinvestas

Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatil dan
kreatif serta berdaya saing tinggi

Menjadikan Palembang Kola Pariwisata sungai dan
budaya serta event olahraga klas dunia yang harmoni
antara Kehidupan manusia dan alam

Sumber: Buku Perubahan RPIMD Kota Palembang Tahun 2018-2023

Gambar 3
Misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang

4. Issu Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang

a. Kedudukan Project Leader

Kedudukan project leader adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Palembang yang tugasnya membantu Walikota menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Tugas ini dituntut
tanggung jawabnya untuk mewujudkan misi pertama yaitu mewujudkan pembangunan
infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata, berkeadilan, berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi.
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Dari kelima misi RPJMD Kota Palembang (Gambar. 3), Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Palembang secara khusus menunjang tercapainya misi 1, 2, dan 3

dengan sasaran sebagai berikut:

Meratanya kebutuhan infrastruktur sebagai penopang pembangunan daerah.

Terlaksananya tata kelola lingkungan perkotaan secara lestari dan berkelanjutan

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

Terlaksananya good governance practices dan reformasi birokrasi

Meratanya sebaran hasil pembangunan

Meningkatnya investasi daerah

b. Identifikasi dan Diskripsi Issu Strategis

Dalam rangka mengatasi masalah pokok daerah serta untuk mewujudkan kinerja misi

pembangunan Kota Palembang di bidang infrastruktur, project leader dihadapkan pada

beberapa issu atau masalah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kondisi saat ini:

o

(o}

o

o

(e}

o

o

Timbulnya program prioritas yang sebelumnya tidak ada dalam perencanaan
Kurangnya sumber daya manusia yang handal

Dana pemeliharaan jalan yang terbatas.

Sarana dan prasarana penunjang operasional belum lengkap
Adanya asset yang belum dimanfaatkan secara optimal
Kondisi jalan perkotaan banyak berlubang

Kebutuhan transportasi yang terus meningkat

2) Dampak

o Terhambatnya penyelenggaraan kegiatan prioritas.

o Tingkat human error menjadi lebih tinggi

o

Pemeliharaan jalan tidak dapat dilaksanakan secara tuntas

>
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o

o

o

Proses pelaksanaan kegiatan termasuk pemeliharaan jalan menjadi lebih lamban
Terjadinya kerugian atau kekurangan kapasitas dari kapasitas yang seharusnya

Tingginya tingkat kemacetan dan kriminalitas

3) Kondisi yang diharapkan

o

o

o

Proses penganggaran yang fleksibel terhadap suatu kegiatan
Mempunyai sumber daya manusia yang inovatif dan kompeten
Memiliki dana pemeliharaan jalan yang sesuai kebutuhan

Memiliki sarana dan prasarana penunjang operasional yang lengkap

Aset yang dimiliki termanfaatkan secara optimal
Kondisi jalan perkotaan 100% mantap

Perpindahan barang dan orang yang aman dan nyaman.

c. Tapis dan Analisis Isu Strategis

Dari permasalahan atau issu strategis yang ada, project leader menggunakan SWOT untuk

menganalisis. Strength yang berarti kekuatan, Weakness yang berarti kelemahan,

Opportunities yang berarti kesempatan, dan Threats yang berarti ancaman digunakan

untuk melihat beberapa faktor yang hadir di sekitar masalah tersebut lalu memetakannya

satu per satu. Dari pemetaan tersebut, project leader menemukan rencana yang tepat dan

cara penyelesaian masalah yang dihadapi. Metode ini menekankan pada pentingnya peran

faktor internal maupun faktor eksternal guna menyusun strategi perencanaan ide dan

penyelesaian masalah secara efektif. Hasil pemetaan yang didapat, terlihat pada table 2.
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5.

Peluang (0)

. Tersedianva pasar

2. Tersedianyva hahan baku
3. Jumlah AMP terhatas
4. Timbulnya potensi

pendapatan

Ancaman (T)

. Timbulnya kemacefan
terotama di sekitar AMP

2. Timbulnya kecelakaan

kerja

3. Bertambahnya criminal
4. Biaya Operasional

Eendaraan (BOK) tinggi

Inovasi

Tabel 2
Hasil Analisis SWOT

Kekuatan (S)

. Tersedianya SDM
2. Tersedianva sarana prasana
3. Tersedianva lahan
4. Tersedianva peraturan

Strategi S0:

Strategi 5T:

- Menambah kegiatan
perbatkan dan pemeliharan

1alan,

- Mengembangkan sarana dan

prasarana vang dimuliks

Kelemahan (W)

. Anggaran pemeliharaan jalan ferbatas
2. Jalan kota banyak yang berlubang
3. Aset tidak optimal
4. Tenaga ahli yang kurang

Stratesi WO:

1. Menambah anzgaran pemeliharaan
ialan

2. Memngkatkan kemampuan SDM yang

sudah ada dan menambah umlah
SDM

3. Menzoptimalkan fungsi AMP
Strategi WT:

stakeholder

Melakkan pengawasan dan

monitoring kondisi jalan
keria sama denean

]

' stakeholder

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan dan didapat strategi- strategi yang akan

dilakukan maka inovasi yang project leader tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan

yang ada yaitu PENGELOLAAN ASPHALT MIXING PLANT (AMP) DENGAN SKEMA BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD). Sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018

tentang BLUD, dinyatakan bahwa BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana

teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari

ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
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Keunggulan bila AMP dikelola dengan sistim BLUD:

o Keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang
sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
masyarakat

Praktek bisnis yang sehat

Penyelenggaran fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik
dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya
saing

Bentuk fleksibilitas yang akan dimiliki oleh AMP apabila berbentuk BLUD yaitu:

a. Pengelolaan Pendapatan.

o Pendatapatan pada dasarnya disetorkan ke rekening kas umum daerah tetapi
pendapatan pada BLUD akan masuk ke rekening kas BLUD, dikelola dan dapat
dimanfaatkan sepenuhnya.

b. Pengelolaan Belanja.

o Pengelolaan belanja fleksibilitasnya merupakan belanja yang disesuaikan dengan
perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan
secara difinitif. Fleksibilitas tersebut dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD
yang bersumber dari

o pendapatan BLUD. Ambang batas pada RBA dan DPA merupakan besaran
persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui ambang batas pun
belanja dapat direalisasikan dengan terlebih dahulu emendapat persetujuan
kepala daerah.

c. Pengadaan barang dan atau jasa BLUD.

o Pada pasal 77 Permendagri No. 79 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengadaan
barang dan atau jasa (PBJ) pada BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD,
diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari
ketentuan peraturan perundangan mengenai PBJ pemerintah. Ketentuan lebih
lanjut mengenai PBJ yang berasal dari pendapatan BLUD diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.
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d. Pengelolaan utang piutang.

o Pengelolaan utang piutang diatur dalam pasal 84 sampai dengan pasal 88

Permendagri Nao. 79 Tahun 2018. BLUD mengelola piutang sehubungan
dengan penyerahan barang/jasa atau transaksi yang berhubungan
langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD. Penagihan piutang
dilakukan ketika piutang telah jatuh tempo dan dilakukan dengan
administrasi penagihan yang baik. Piutang yang tak tertagih dapat dihapus
secara mutlak atau bersyarat. BLUD juga dapat melakukan utang atau
pinjaman jangka pendek dan jangka panjang

e.Tarif BLUD.
o BLUD mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan barang

dan jasa kepada masyarakat dalam bentuk besaran tarif atau pola tarif.
Pemimpin BLUD menyusun tarif layanan dengan mempertimbangkan aspek
kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas
keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.

f. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM).

o SDM BLUD terdiri dari pejabat pengelola dan pegawai. Pejabat pengelola

bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan
kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam memberi pelayanan.
Pegawai bertugas menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja
BLUD. Pejabat pengelola terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan
pejabat teknis.

g .Kerjasama.

o BLUD dapat melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas

dan kuantitas pelayanan. Prinsip kerjasama BLUD adalah efesiensi,
efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan baik secara finansial

maupun non finansial.
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h. Investasi.

o BLUD dapat melakukan investasi jangka pendek yaitu investasi yang dapat
segera dicairkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi
tersebut dapat dilakukan sepanjang memberikan manfaat bagi
peningkatan pendapatan dan pelayanan masyarakat.

o Bentuk investasi jangka pendek dapat berupa deposito pada bank dengan
jangka waktu 3 sampai 12 bulan dan surat berharga.

i. Remunerasi.

o SDM BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung
jawab dan profesionalisme yang telah dilakukan. Remunerasi merupakan
imbalan kerja yang diberikan berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium,

insentif, bonus atas prestasi, pesangan, dan uang pensiun.

j. SILPA/defisit.
o SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan ‘dan
pengeluaran BLUD selama 1 tahun anggaran. SiLPA dapat
o digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang digunakan untuk
membiayai program dan kegiatan melalui mekanisme APBD. Defisit

merupakan selisih kurang antara pendapatan dan belanja BLUD.

6. Diagnosa Organisasi
1.Kondisi Umum Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
a.Dasar Hukum Pembentukan Organisas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang.
Dimana dalam perda tersebut dinyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Palembang.
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b) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Palembang menyatakan
bahwa DPUPR merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang. Mempunyai struktur organisasi sebagai
berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG

| KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
|
I 1 ]
KELOMPOK JABATAM SUB BAGIAN UMUM DAN SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN AERENGANMN
FUNGSIONAL HEPEGAWALAN DAN PELAPORAN
[ T ) | | .
BIDANG BINA MARGA BIDANG SUMBER DAYA AIR, BIDANG PEMBINAAN TERNIS BIDANG PENATAAN RUANG BIDANG TATA BANGUNAN BIDANG SARANA DAN
IRIGASI DAN LIMEAH DAN JASA KONSTRUKSI PRASARANA
— — —— 7 ————— — 1
|| SEKSIPEMBANGUMAN | || SEKSI PEMBANGUNAN L[ sexsipememasnizi ||| SExsiPERENCANAAN | || sexsisancumam SEKSI SARANA DAN
DAMN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR DAN USAHA JASA KONSTRUKS! TATA RUANG GEDUNG | PRASARANA
JALAN DAN JEMBATAN IRIGAS! KEBINAMARGAAN
L | SEKSIINFRASTRUKTUR || | SEKSIDRAIMASE DAN SEKS| BINA SEKSI TATA BANGUNAN
PERMUKIMAN SISTEM PENYEDLAAN M KELEMBAGAAN DAN | | SEKSIPEMGENDALIAN | [T ] DAN LINGKUNGANNYA | ||  SEKSISARANADAM
AIR MINUM (SPAM) PENYELENGGARAAN JASA DAN PEMANFAATAN PRASARANA
KOMSTRUKS! RUANG PENGELOLAAN
SEKS| PENATAAN DAM SUMBER DAYA AIR
DESAIN JALAN DAN SEKS! PENGEMBANGAN
- JEMBATAN SISTEM INSTALAS! SEKSI BINA KOMPETENS| T e
L PENGELOLAAN AIR L DAN KERJASAMA - | | sexsiPEnGEMDALIAN | L  SEKSIPENGUJIAN
LIMBAH KOMSTRUKS! BANGUNAN MUTU

UNIT PELAKSANA TEKNIS |

Gambar 4
Struktur Organisasi Dinas PUPR

c) Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Palembang berjumlah 161 orang pegawai negeri sipil, 172 orang non PNSD, dan 50
orang tenaga kerja sukarela. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang berdasarkan

pendidikan formal, pangkat/golongan, esselon, dan pendidikan jabatan struktural,
dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Palembang, MenurutTingkat Pendidikan

Tingknt Pendidikan

No Sub SKPD Jml
SD | SLTP | SLTA | D3 | Sl S2
I | Kepala Dinas 1 - - - - - 1
2 | Bidang Sekretariat 19 - - 3 - 9 7
3 | Bidang Bina Marga 32 - - 5 1 16 10

Bidang Pembinaan Tekms dan | 14

Jasa Konstruks:

Bidang Sumber Daya Air.| 23
Irigasi dan Limbah

6 | Bidang Sarana dan Prasarana 10 - - 1 - 5 4
7 | Bidang Penataan Ruang 18 - 1 2 1 7 7
§ | Bidang Tata Bangunan 23 1 - 5 - 14 3
9 | Unit Pelaksana Teknis 21 - 1 4 - 6 10

Jumlah 161 1 2 21 5 74 58

Sumber: Bidang Kepegawaian DPUPR

Tabel 4
Jumlah Pegawai Non PNS Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang
menurut Tingkat Pendidikan Formal

Tingkat Pendidikan
No Sub SKPD Jml
SD | SLTP | SLTA | D3 S1 52
1 | Bidang Sekretariat 30 - - 15 4 11 -
2 | Bidang Bina Marga 30 - - 11 2 17 -
Bidang Pembinaan Teknis dan | 11
3 ; - - 5 1 5 -
Jasa Konstruksi
Bidang Sumber Daya Air, 23
* Irigasi dan Limbah ) ) 2 3 $ i
5 Bidang Sarana dan Prasarana 18 ) ) g 1 9 )
6 | Bidang Penataan Ruang 25 ) ) 15 2 ] )
7 Bidang Tata Bangunan 27 i i g 4 15 i
g Unit Pelaksana Teknis 8 i i 5 ) 3 i
Jumlah | < | =« | m [ ][%] -

>
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B. Penelitian Kepustakaan

Untuk menjamin keaslian / originalitas dan menghindari terjadinya duplikasi proyek
perubahan, maka telah dilakukan penelitian kepustakaan di perpustakaan dan beberapa
sumber pustaka lainnya, dan hasilnya tidak ditemukan judul dimaksud dalam perumusan

proyek perubahan dari lembaga manapun.

C.Alur Pemikiran

VISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG 2018 - 2023
PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023

MiISI

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG
TERPADU, MERATA BERKEADILAN, BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN
LINGKUNGAN YANG BERBASIS TEKNOLOGI DAN INFORMASI

TUGAS DAN FUNGSI DPUPR

MEMBANTU WALIKOTA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PEMENUHAN
SERTA PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

KONDISI SAAT INI

Adanya program prioritas baru

Dana pemeliharaan terbatas

Sarana dan prasarana yang terbatas SDM
yang masih kurang

Pemanfaatan asset yang belum optimal
Kondisi jalan perkotaan banyak berlubang
Meningkatnya kebutuhan transportasi.

ANALISIS SWOT

KONDISI YANG DIHARAPKAN

Fleksibelitas dalam proses penganggaran
Penyediaan anggaran sesuai kebutuhan
Sarana dan prasarana lengkap

SDM yang kompeten & inovatif
Pemanfaatan asset yang optimal Kondisi
jalan perkotaan mantap Perpindahan
barang dan orang yang aman serta
nyaman.

PROJECT LEADER STRATEGIC

PENGELOLAAN AMP DENGAN SISTEM BLUD

Gambar 5
Alur Pemikiran

Fermanis depal Adaptil valabesatd

bangga >
G20 #&e{logggm BerAKHLAK



BAB II

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan
Capaian kinerja untuk jangka pendek adalah Pengundangan Peraturan Walikota Tentang

Pembentukan UPT BLUD.

A. Tujuan

1.Capaian Kinerja Jangka Pendek (2 bulan)

Terundangnya Peraturan Walikota tentang Unit Kerja Pelaksana Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) Asphalt Mixing Plant (AMP).

2. Capaian Kinerja Jangka Menengah (6 bulan sampai dengan 1 tahun)
Terbentukya BLUD yang mandiri dan profesional.

3. Capaian Kinerja Jangka Panjang (1 sampai 2 tahun)
Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) serta melakukan strategi marketing

yang efektif.

B. Manfaat Proyek Perubahan

Proyek perubahan ini diharapkan bermanfaat untuk:

1.Bagi Pemerintah, aksi proyek perubahan ini dapat menjadi salah satu acuan bagi OPD lain

dalam membentuk BLUD. Selain itu, dengan proyek perubahan ini kegiatan pembangunan dan

pemeliharaan jalan dapat mempergunakan aspal hasil produksi sendiri.

&
ba >
G20 #melllugggni BerAKHLAK

16 ISGNESTA bangsa

Becormntos Pekayanan Auntabel ompeton
Flirahi ayal Laeglil Calabesatt



2. Bagi Dunia Akademik, adanya referensi untuk pembelajaran, pengembangan kurikulum,
bahan penelitian dan sebagai referensi untuk kerja sama pengembangan lembaga ekonomi
di lingkungan pendidikan. Bagi Media, adanya materi pemberitaan serta materi/

3. konten/informasi positif dari media kepada masyarakat.

4 Bagi Masyarakat, dapat menjadi salah satu alternatif dalam mencukupi pemenuhan

kebutuhan aspal.

C. Output dan OQutcome

Ouput dari proyek perubahan ini adalah:

1.Pada jangka pendek, output dari proyek perubahan ini adalah Pengundangan Peraturan
Walikota Tentang Pembentukan UPT BLUD

2.Pada jangka menengah, output dari proyek perubahan ini adalah pelaksanaan sosialisasi
kepada stakeholder.

3.0utput pada jangka panjang adalah BLUD yang berjalan secara mandiri dan professional.

4.0utcome dari proyek perubahan ini adalah terpecahnya masalah atau issu
strategis dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu,
merata berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis
teknologi dan informasi.

Tahapan Perubahan Rencana Proyek Perubahan

Untuk mewujudkan proyek perubahan, project leader melakukan tahapan kegiatan jangka
pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pada jangka pendek (2 bulan), rencana
kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan sebagaimana tercantum pada tabel 5.
Untuk rencana kegiatan pada tahapan jangka menengah (selama 6 bulan sampai dengan 1
tahun) dapat dilihat pada tabel 6. Untuk rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahap
jangka panjang (selama 1 sampai dengan 2 tahun), dapat dilihat pada tabel 7.
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Tabel 5.
Aksi Proyek Perubahan Jangka Pendek

TAHAPAN WAKTU
N
Ov KEGIATAN . PELAKSANAAN - (HARI) - RISIKO . MITIGASI RISIKOY
Menghadap mentor:
1 |melaporkan rencana 22 September
materi proyek perubah 2022
; Minggu terakhir sulit untuk Membuat jadwal
Rapat internal untuk ] )
2 [Membentuk Tim Efekif:| in internal dan eksternal | ccPiembers/d | bertatap muka | zo0m, menyediakan
Minggu pertama langsung sarana dan prasarana
Oktober
Konsultasi ke Bagian Hukum
Sekretariat Daerah tentang
draft SK Tim Internal dan
Eksternal
Menaikkan draft SK untuk di
paraf oleh Asisten
Administrasi, Sekretaris
Daerah dan Wakil Walikota
serta  ditandatangan oleh
Walikota
Melaksanakan rapat Mingsu ke 1 Membutuhkan Melaksanakan rapat
R Ti I | Menentukan langkah-langkah Oktober biaya dan waktu dengan zoom
3 apat Tim Interna yang akan diambil dalam yang lebih banyak
dan Eksternal proses bersamaan
pembentukan BLUD & Jadwal
Pembelajaran dan Kunjungan studi tiru dan Minggu ke 1s/d | Membutuhkan Membuat jadwal,
4 Konsultasi Tim konsultasi ke Pemda yang AMP | a3 Oktober biaya dgn waktu zoom, menyediakan
nya telah berbentuk BLUD yang lebih banyak | saranadan prasarana,
mengunjungi web
Kunjungan Konsultasi ke pihak terkait
Jakarta Manajemen Asset
Centre
Konsultasi ke Direktorat BLUD
Kementerian Dalam Negeri
Konsultasi ke BPKP Provinsi
Sumatera Selatan
Rapat tim untuk menyusun . Sulit untuk Membuat jadwal,

5 | Pengundangan Perwali Minggu ke 1 s/d bertatap muka zoom, menyediakan
Peraturan Walikota 04 November langsung sarana dan prasarana
tentang Pembentukan moaciiasi ke Bagian Hukum
UPT BLUD Sekretariat Daerah tentang

draft Perwali
Konsultasi dengan stakeholder
terkait
bangga >
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Rencana Aksi Proyek Perubahan Jangka Menengah

Tabel 6.

TAHAPAN

NO KEGIATAN WAKTU RISIKO MITIGASI RISIKO
PELAKSANAAN
Pembentukan panitia pelaksana
Sosialisasi Keberadaan  |sosialisai
BLUD ke OPD di
:ﬂghagg:lm tmempx:ahl _ Pe;;;:pan pelaksanaan oleh Mibibiikan
tata = m'_“ = Januari sampai  |bi2va danwakfu  |Membuat jadwal, zoom,
Sumatera Selatan, Balai P
1 B . Pelaksanaan sosialisasi dengan yang kebihbanyak. \menyediakan sarana dan
esar Jalan Nasional - i,
. ~ o Desember 2023 |Sulit untuk bertatap |prasarana
Kementerian PU | asosiasi-
T muka bngsung
asosiasi pengembang =
perumahan serta asosiasi L
pelaksana konstruksi Laporan pelaksanaan sosialisasi
Peningkatan kompetensi ] . . lferff v A/ 5aye Menambah anggaran untk
SDM pengelola AMP Menyertakan pengelola dalam anuar sampal ? Yone ./ |peningkatan kompetensi,
2 . .. 8 i 4 i dengan lebih banyak ~Salit e i
baik bagian administrasi |studi tiru, bimtek terkait " mencar bimtek atau
e Desember 2023 |untuk bertatap < fisas onka
ﬂ:l.a'l.l]]'lm EIEIIS mukﬂ ]ﬂngsuﬂg SO5! a51 O (=
Tabel 7.
Rencana Aksi Proyek Perubahan Jangka Panjang
TAHAPAN
NO KEGIATAN PELAKSANAAN WAKTU RISIKO MITIGASI RISIKO
Mengelola AMP dengan Pelaksanaan penganggaran, K amitmen
1 skema BLUD dan pengadaan barang, optimalisasi  |Jamari  2024- & a.r:n ridak Kerjasama dengan mitra
menjadikannya mandiri dan |produksi, laporan sesuai aturan  |Desember 2024 nggl kerja
Se503 rencana
profesonal yang berlaku
Peningkatan kompetensi ; ; ;
Maten dan Modul |Beker de Bal
, |SDMpengelola AMP baik  [Menyertakan pengelola dalam  [Jamuari  2024- ‘:’: o df‘ 5”'?;: hﬂ"fmai .
“  |bagian administrasi maupun |studi tiru dan bimtek terkait Desember 2004 |02t tidak endidian/Pelathn o
. tersedia Perguruan Tinggi
telenis .
Melakukan sosialisasi dan
advertising tentang N " ; Butuh biaya untuk
3 eebe BLUD AMP Membentuk tim advertising di Januari  2024- Menvyediakan anggaran
beradaan Y |dalam tim tekmis Desember 2024 [F 0% kimsus Diklat
milikk PUPR. terutama d sosialisasi

media sosial
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Rencana Strategi Marketing
Kemudian perlu diketahui pula di dalam proyek ini yang terlibat baik secara aktif maupun
tidak, yang memiliki pengaruh tetapi tidak memiliki kekuatan dan perlu juga dipetakan

kembali dalam diagram stakeholders berikut ini.

A. Identifikasi Sumber Daya Manusia Dan Stakeholders
1. Pembentukan Tim Efektif

Untuk melaksanakan proyek perubahan, Project Leader dibantu oleh tim
efektif. Tim efektif ini dibentuk untuk melaksanakan proyek perubahan supaya
tugas-tugas yang bersifat kompleks dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.
Susunan tim efektif dalam rancangan proyek perubahan ini adalah

sebagai berikut:

Gambar 6
Susunan Tim Efektif Dalam Rancangan Proyek Perubahan

)4
FhiaiTahi gyl Adeptil Calabeiatt
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Tabel 7
Susunan Tim Efektif Dalam Rancangan Proyek Perubahan

PERAN URAIAN

1. Mentor adalah Sekda Memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan

Kota Palembang persetujuan, serta membantu  menyelesaikan
hambatan pelaksanaan proyek perubahan ini.

2 Coach adalah Memberikan pembimbingan, arahan,dan petunjuk

Widyaiswara Utama serta motivasi kepada Project Leader dalam menyusun
rancangan proyek perubahan.

3. Project Leader adalah Memimpin proyek perubahan;

Kepala Dinas PUPR Mengarahkantimefektifdalamproses

pelaksanaan proyek perubahan;

Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait;
Memastikan pentahapan berjalan dengan baik
sesuai target capaian.

Melaksanakanpengelolaanadministrasi, data

dukung, dan pengarsipan;

Dokumentasi dan pelaporan;

Memfasilitasi semua kegiatan yang ada;
Membuat pedoman dan panduan kegiatan;
Melakukan komunikasi dengan stakeholders,
Lembaga mitra dan para pihak yang mendukung
pelaksanaan proyek perubahan;
Mengidentifikasi peran masing-masing
Stakeholders.

4. Tim Efektif

Mengkoordinir hasil kegiatan dari semua pihak;

5. Tim Teknis Pencarianinformasi,pelayananaspirasi,
penyelesaian masalah.

Mengumpulkan dokumen, informasi dan bahan
publikasi seabgai materi diseminasi;
Menyebarkan informasi dan publikasi melalui
berbagai media yang ada

Memastikan informasi sampai ke lini

sektor

Menyiapkan dan menyajikan data

Monitoring pelaksanaan tahapan

Melakukan evaluasi pelaksanaan setiap tahapan
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2. Identifikasi Stakeholder

Identifikasi stakeholder diperlukan dalam rangka memetakan dukungan terhadap
keberhasilan proyek perubahan. Dalam pemetaan stakeholders dapat
dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

e Promotors, memiliki kepentingan besar terhadap proyek perubahan dan juga
kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggelincirkannya).
Promoters dengan (High Influence/High Interest), kita memperlakukan mereka
dengan respek karena dukungannya, jika positif maka perlu diperkuat dan
dilibatkan dalam pekerjaan yang akan dinikmatinya, jika gagasannya tidak
jalan, yakinkan bahwa mereka tahu mengapa, dan mencoba alternative yang
lebih baik, serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.

o Defenders, memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya
dalam komunitas, tetapi kekuat-annya kecil untuk mempengaruhi proyek
perubahan. Defender dengan (High Influence/ Low Interest), stakeholders ini
bisa sangat membantu jika dapat diyakinkan akan pentingnya proyek
perubahan, bagi kepentingan mereka sendiri atau untuk kebaikan yang lebih
besar, mereka perlu didekati dan diberi informasi, setiap kali perlu dilakukan
kontak dengan mereka, tunjukkan bagaimana proyek perubahan memiliki efek
positif terhadap isu yang menjadi perhatiannya

o Latents, tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam proyek
perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek
perubahan jika mereka menjadi tertarik. Defenders, dengan memiliki (Low
Influence / High Interest), stakeholders katagori ini bisa sangat membantu jika
mereka tetap mendapat informasi, beri informasi apapun, melalui training,
mentoring, dan/atau dukungan yang diperlukan agar mereka tetap terlibat.

o Apathetics, kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak
mengetahui adanya proyek perubahan. Apathetics, stakeholders yang masuk
kategori ini (Low Influence / Low Interest), mereka tidak peduli terhadap proyek
perubahan karena menjadi stakeholders secara kebetulan, sebaiknya tidak
mengganggu mereka, walaupun bisa tetap diberi informasi, menjaga semangat
mereka dengan memuji, merayakan, apresiasi kecil, dan secara terus menerus

mengingatkan pencapaian proyek perubahan.
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Tabel 8
Identifikasi Stakeholders

PROMOTOR DEFENDERS S SRALE
wa:(iﬁOta pm Efikt.if KODIM Organisasi
akl Im 1 eKknis POLRESTABES kemasyarakatan
Walikota BPKAD DPRD Media
Sekretaris Sekretariat Daerah
Daerah
Jumlah: 3 Jumlah: 4 Jumlah: 3 Jumlah: 2

B. Analisis Pengaruh Stakeholders
Setelah dilakukan pemetaan, lalu dilakukan analisis pengaruh dan kepentingan stakeholders.
Pembagian stakeholders ini didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu tingkat pengaruh (influence) dan

tingkat kepentingan (interest) terhadap proyek perubahan yang akan dilakukan.

Pembagian tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Positif (+) : stakeholders memberikan dukungan
2. Negatif (-) : stakeholders tidak memberi dukungan atau menentang

3. Netral (+/-) : stakeholders netral, tidak memberikan dukungan dan tidak menentang

Berdasarkan tingkat pengaruhdan kepentingan terhadapproyek perubahan ini, maka
selanjutnya akan diketahui kelompok stakeholders berdasarkan besarnya pengaruh dan

kepentingan terhadap proyek perubahan, dikategorikan dalam kelompok :

e Promotors, memiliki kepentingan besar terhadap proyek perubahan dan juga

kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggelincirkannya).

Promoters dengan (High Influence/High Interest), kita memperlakukan mereka
dengan respek karena dukungannya, jika positif maka perlu diperkuat dan dilibatkan
dalam pekerjaan yang akan dinikmatinya, jika gagasannya tidak jalan, yakinkan bahwa
mereka tahu mengapa, dan mencoba alternative yang lebih baik, serta melibatkan

mereka dalam pengambilan keputusan.

meluyum BerAKHLAK
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o Defenders, memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya

dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek perubahan.

Defender dengan (High Influence/ Low Interest), stakeholders ini bisa sangat
membantu jika dapat diyakinkan akan pentingnya proyek perubahan, bagi
kepentingan mereka sendiri atau untuk kebaikan yang lebihbesar, mereka perlu
didekati dan diberi informasi, setiap kali perlu dilakukan kontak dengan mereka,
tunjukkan bagaimana proyek perubahan memiliki efek positif terhadap isu yang
menjadi perhatiannya

o Latents, tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam proyek
perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek perubahan

jika mereka menjadi tertarik.

Latens dengan memiliki (Low Influence / High Interest), stakeholders katagori ini
bisa sangat membantu jika mereka tetap mendapat informasi, beri informasi
apapun, melalui training, mentoring, dan/atau dukungan yang diperlukan agar
mereka tetap terlibat.

o Apathetics, kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak

mengetahui adanya proyek perubahan.

Apathetics, stakeholders yang masuk kategori ini (Low Influence / Low Interest),
mereka tidak peduli terhadap proyek perubahan karena menjadi stakeholders
secara kebetulan, sebaiknya tidak mengganggu mereka, walaupun bisa tetap diberi
informasi, menjaga semangat mereka dengan memuji, merayakan, apresiasi kecil,

dan secara terus menerus mengingatkan pencapaian proyek perubahan.
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Berdasarkan kategori tersebut maka klasifikasi stakeholders analisis stakeholders

dilakukan dengan menggunakan matriks/kuadran kelompok stakeholders
berdasarkan tingkat pengaruh (Influence) dan kepentingannya (Interest) adalah

sebagai berikut :

Stakeholder Dalam Proyek Perubahan

MILESTONE STAKEHOLDER

o

LEGISLATIF WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA,

KODIM POLRES SEKRETARIS DAERAH

R
=
N
D
A
H

TIM EFEKTIF

Apathetics Defenders

o

Gambar 7
Diagram Stakeholders
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C.Strategi Mobilisasi Stakeholders

Untuk mendukung pelaksanaan proyek perubahan perlu adanya upaya menggerakkan stakeholder
di masing-masing kuadran melalui teknik sebagainberikut:

Tabel 9
Kuadran Strategi Mobilisasi Stakeholders

NO.| KUADRAN up N

1. Promoters a.Meyakinkan bahwa proyek perubahan memang sangat dibutuhkan;
b.Memanfaatkan dukungan untuk melaksanakan seluruh tahapan
proyek perubahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
c.Melakukan konsultasi dan meminta arahan kebijakan pada setiap
tahapan proyek perubahan;
d.Selalu berkoordinasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi kegiatan;
e.Meminta bantuan dalam menyelesaikan persoalan, kendala dan
hambatan yang terjadi.

2. Latents a.Melakukan komunikasi efektif untuk meyakinkan manfaat dari
proyek perubahan ini;
b.Melakukan pendekatan dan koordinasi agar dapat terlibat
dalam proses kegiatan;
c.Memberikan informasi secara kontinyu tentang
d.proyek perubahan yang akan dilakukan.

3. Defenders
a.Memberikan informasi secara kontinyu tentang proyek
perubahan yang akan di lakukan;
b.Melakukan pendekatan dan koordinasi agar dapat terlibat
dalam proses kegiatan;
c.Melakukan komunikasi dan interaksi dalam

. U.PElaradiiddlT Jroyen peruldaridil.
4. Apathetics a.Memberikan pemahaman akan arti penting dan manfaat

proyek perubahan;
b.Melakukan koordinasi dan memberikan informasi tentang
pelaksanaan proyek perubahan dan hasilnya;
c.Memberikan motivasi agar ikut berkontribusi
d.terhadap kegiatan proyek perubahan.
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F. Identifikasi Potensi Kendala/Masalah Dan Rencana Solusinya
Dalam menjalankan milestone dan pentahapan, terdapat beberapa potensi kendala yang akan
menghambat kelancaran atau keberhasilan pencapaian target dan tujuan proyek perubahan antara

lain ;

1.. Waktu yang cukup pendekuntuk menggerakkan banyak lini/sektor;

2.. Potensi revisi anggaran dan kurangnya sumber daya aparatur yang memadai.

Potensi kendala perlu diantisipasi agar keberhasilan pencapaian tujuan proyek perubahan
sesual target waktu yang ditetapkan, antara lain :
1.Mematuhi dan mentaati timeline yang sudah disusun dalam agenda;
2.Melakukan mitigasi awal agar mengurangi resiko kegagalan pada project yang ada dan sedang
dijalankan;
3.Memastikan komunikasi secara intensif terus berjalan dan menjamin ketersediaan anggaran

serta sumberdaya aparatur yang memadai.

Perlu disiapkan juga beberapa strategi untuk mengatasi kendala atau masalah  dalam
mengaplikasikan rancangan proyek perubahan ini antara lain adalah:
1.Mensinergikan jejaring
2.Menyusun business process untuk mensukseskan project ini perlu adanya dukungan dari para
stakeholders baik pemerintah maupun non pemerintah yang dapat berkontribusi aktif dalam
project ini

3.Menjaga komitmen untuk project ini berjalan lancar dan fokus

G. Faktor Kunci Keberhasilan
1.Ukuran Keberhasilan

Ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan proyek perubahan meliputi:
1.Adanya komitmen bersama dan partisipasi aktif untuk melaksanakan rancangan proyek
perubahan dengan stakeholders.
2.Disahkannya Peraturan Walikota Palembang Tentang BLUD
3.Terlaksananya sosialisasi BLUD sesuai jadwal
4.Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki sebagai pengelola BLUD

5.Berjalannya BLUD secara mandiri dan professional

>
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2. Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan project perubahan ini
adalah:
a. Tim efektif yang solid
b.Kompetensi sumberdaya manusia pengelola BLUD
c.Tersedianya sarana prasarana.
d.Tersedianya anggaran
e.Hubungan dengan stakeholder

H. Pelaksanaan Capaian Kinerja Jangka Pendek

untuk mencapai implementasi proyek perubahan jangka pendek, dilakukan beberapa kegiatan
dimulai dari pembentukan tim efektif sampai dengan pengundangan peraturan walikota
sebagaimana kegiatan pada lampiran laporan ini (halaman 29 sampai dengan halaman 76).

ba )4
) Tl et G




e T—

||f

SENIN, 3

RAPAT PEMBAHASAN
PENYERAGAMAN PERSEPSI DAN PENGUATAN KOMITMEN
TERHADAP PEMBENTUKAN BLUD

PELAKSAAN RAPAT

Ul
i
o

1E
¥
|

PIRAN : IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
JANGKA PENDEK

H

e -.

Rapat pembahasan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Palembang (project leader) dengan peserta rapat , yaitu

Sekretaris Dinas PUPR, Kepala Bidang DPUPR, Jafung DPUPR, BPKAD, Bagian Hukum,
Bagian Ortala, Bagian Perekonomian serta tim teknis.

PEMBAHASAN RAPAT

Rapat membahas hal-hal sebagai berikut,
diantaranya:
1.Pembahasan

perihal dasar dalam

1= |
L

pembentukan BLUD, yaitu Permendagri &\

/9 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah, alasan yang melatar
belakangi serta tujuan penyelenggaraan
BLUD bagi Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Palembang;

2.Pembahasan perihal gambaran umum
penyelenggaraan pengelolaan  Asphalt Fryr

Mixing Plant dengan kondisi saat ini
serta Asphalt Mixing Plant dengan
skema BLUD;

3.Peserta rapat berkomitmen  untuk
membentuk UPT Kecamatan Alang-
Alang Lebar yang ada pada saat ini
sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas
yang nantinya akan mengelola AMP
dengan  skema  BLUD  melalui

Pengundangan Peraturan Walikota.
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UNDANGAN RAPAT

3 Oktober 2022

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Slamel Riady No. 213 Kel. Lawang Kidul Kec. llir Timur I
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Telp. (0711) 710033 - 710305
Fax. (0711) 710033 Website : www.dpupr.palembang.go.id

e i Palembang, 30 September 2022
Nomor  : Eee /25 /DPUPR-SU/IX/2022 > b

Sifat : Penting
Lampiran :

Kepada Yth
Perihal : UNDANGAN

DAFTAR TERLAMPIR

di-
Palembang

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Proyek Perubahan tentang
pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) di Dinas PU dan Penataan
Ruang sebagai project leadernya Kepala Dinas, maka kami mengundang Bapak/Ibu
untuk dapat hadir pada :

Hari / Tanggal : Senin /3 Oktober 2022
Pukul : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang JI. Slamet Riady No. 213 Kelurahan Lawang Kidul,
Kecamatan llir Timur 11 Kota Palembang
: Penyamaan Persepsi dan Penguatan Komitmen tentang
Pembentukan BLUD

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima

Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

 M.T., IPM., ASEAN Eng.
= j tama Muda
Nip. 19700926 199703 1 006

Tembusan:
1. Yth. Walikota Palembang
2. Yth, Inspektur Kota Palembang
3. ¥Yth. Kepala Bappeda Kota Palembang
4. Yth. Kepala BPKAD Kota Palembang
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DAFTAR HADIR

PESERTA RAPAT

DAFTAR H.

ADIR

Rapat : P?hyamaan PCPSQPQ\ dan Pear Jua’ran Komt kmen
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Kepala Dinas PU Dan Penataan Ruang
Kota Palembang

.
e
Ir. H. Akhmad Bastari, ST.,MT.,IPM, ASEAN Eng.
Nip. 19700926199703 1006
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NOTULEN RAPAT

3 Oktober 2022

NOTULEN

RAPAT PENYAMAAN PERSEPS]I DAN PENGUATAN KOMITMEN
TENTANG BADAN LAYANAN USAHA DAERAM (BLUD)

HARI TANGGAL SENIN /3 OKTOBER 2022

PESERTA KEPALA DINAS PU DAN PENATAAN RUANG, SEKRETARIS
DINAS, PARA KABID, KABID ANGGARANG BPEKAD KABAG
ORTALA SETDA KOTA, KABAG HUKUM SETDA KOTA,
KABAG PEREKONOMIAN

HASIL RAPAT

Organisasi Badan layanan umum daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh umit
pelaksana teknis dinas /Badan Daerah (Permendagn 79/2018)

BLUD dapat dibentuk dengan memperluas tugas pokok dan fungsi Dinas PU dan Penataan
Ruang Kota Palembang

BLUD adalah unit kerja vang usahanya tidak untuk mendapat profit (BLUD no for profit)
BLUD bersifat korporatisasi bukan privatisasi

Pembentukan BLUD harus memenuhi syarat substantif, teknis dan administratif
(Permendagn 79/2018)

Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palembang merupakan SKPD yang bersifat
operasional dalam penvelenggaraan pelavanan umum yang menghasilkan barang/jasa
pubhk

Hasil produksi AMP dapat digunakan untuk pelavanan kepada masyarakal yang
berhubungan dengan penyediaan jalan vang mantap. Hasil produksinya dapat digunakan
oleh Dinas PUPR sendin maupun kebutuhan dinas di lingkungan pemenntah kota,
pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun lingkungan permukiman’ perumahan
masyarakat

Sistem BLUD vang akan diterapkan pada UPT Kecamatan Alang Alang Lebar sebagai
pengelola AMP akan dapat memproduksi aspal dengan tanf vang rendah (di bawah harga
pasar) karena besaran tanf tdak memperhitungkan profit sedangkan pada usaha swasta
tarif atau harga jual menambah profit. Jadi besaran tanf merupakan sebagian biaya
produksi ditambah subsidi (gaji pegawai, sewa lahan )dan pajak.

Besaran tanf ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Peserta rapat berkomitmen untuk membentuk UPT Kecamatan Alang Alang Lebar sebagai
unit pelaksana teknis dinas untuk mengelola AMP dengan skema BLUD melalui
pengundangan Peraturan Walikota,

Mengetahui, Palembang, 2 Cftober~ 2022
Project Leader Notulis

. |/
m M.-Jl,k_

Ir. H. AKHMAD BASTARI, 5.T., M.T., IPM., ASEAN Eng Silpa Prajawatl, SE., MT., Ak
Pembina Utama Muda Pembina
NIP. 197009261997031006 NIP, 197307281997032002
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LAN RI

MAKARTI BHAKTI NAGARI

(R

MENTORING
PROYEK PERUBAHAN

Senin, 3 Oktober 2022

Pada Hari Senin 3 Oktober 2022
Pukul 10.30 WIB, telah dilakukan
kegiatan bimbingan bersama
Mentor Proyek Perubahan dalam hal
ini adalah Sekretaris Daerah Kota
Palembang.

Pada Bimbingan ini, mentor telah
menyetujui materi Proyek
Perubahan serta menandatangani
lembar komitmen.

i BerAKHLAK
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PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Jalan Merdeka Nomor 1
Telepon 352695 / 312577 (Fax : 0711-372384)
P A_L_E M B_A NG

B A — e — —_—

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN MENTOR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. Ratu Dewa, M.Si

NIP - 196907071993031005

Pangkat/Golongan  : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan : Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palembang

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk menjadi Mentor dari peserta Pelatihan
Kepemimpinan Nasional Tingkat IT Kementerian Dalam Negen, yaitu :

Nama . Ir. H. Akhmad Batari, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.
NIP - 197009261997031006
Pangkat/Golongan  : Pembina Utama Muda (I'V/c)

Jabatan - Kepala Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota
Palembang

Selanjutnya akan memberikan dukungan dan bimbingan langsung kepada peserta Pelatihan
Kepemimpinan Nasional Tingkat 1l dimaksud selama menyusun hingga mengimplementasikan
Proyek Perubahan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimanamestinya

Palembapig, 30 September 2022

Drs. Ratu Dewa, M.Si.
Pcmhin%l'tzmm Madya

NIP. 196907071993031005
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Menghadap Sekretaris Daerah Kota Palembang untuk meminta
kesediaan beliau sebagai mentor

RAPAT TIM EFEKTIF

\ Menghasilkan draft SK Walikota tentang Tim Teknis Penyusunan
\ Dokumen Administratif UPTD dan atau BLUD AMP, Laboratorium dan
: Alat Berat. Pada tanggal 29 September 2022, draft tersebut
. ditandatangani walikota dan menjadi SK Walikota Palembang Nomor
332 sebagaimana dimasukkan pada halaman berikut.
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WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA BELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 332 JKPTS/DPUPR/2022
TENTANG

TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN ADMINISTRATIF
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAN/ATAU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PENGAWASAN, PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR DAN PENGELOLAAN
ASHPALT MIXING PLANT, LABORATORIUM DAN ALAT BERAT PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang: : @& bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah melalui pemanfaatan aset Pemerintah Kota
Palembang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Palembang, perlu membentuk Unit
Pelaksana Teknis Daerah dan/atau Badan Layanan
Umum Daerah pada Dinas Pekegjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Palembang;

b. bahwa untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
dan/atau Badan Layanan Umum Daerah, perlu
membentuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen
Administratil yang ditetapkan dengan Keputusan
Walikota agar memiliki Landasan dan Kepastian
Hukum;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sshagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Walikota tentang Tim Teknis Penyusunan
Dokumen Administratil Unit Pelaksana Teknis Daerah
dan/atau Badan Layanan Umum Daerah Pengawasan,
Pengendalian Infrastruktur dan Pengelolaan Ashpalt
Mixing Plant, Laboratorium dan Alat Berat pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Termasuk HKotapraja,
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat | Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Noemor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah.....

melayani BerAKHLAK
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3. Peraturan Pemerintah Nomaor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum [Lembaran
Megarn Republik Indonesin Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagnimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atns Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolnan Keuangan Badan Layanan Umum
{Lembaran Negarm Republik Indonesin Tahun 20132
Nomor 171, iambahan lembaran MNegara Republik
Indonesia Momor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolnan  Keuangan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanen Umum Daerah [Berita Negara
Repuhblik Indonesia Takhun 2018 Namor 1213);

6, Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
{Beritm Megara Republik  Indonesia Tahun 2020
Komaor 1781);

T. Permturan Deerah Homor & Tabun 20016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dasrah Kota
Palembang (Lembaran Dacrah Kota Palembang Tahun
2016 Nomar 6) schagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor & Tahun 20232
tentang Perubahan Ketign atas Peraturan Daerah Nomar
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Pernngknt Daernh Kota Palembang (Lembaran Dasrah
Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Tim Teknis Penyusunan Dokumen Administratii Unit
Pelakssia Teknis Dasrali danfalan Badan Layanan Ui
Daerah Pengawasan, Pengendalian Infrastrultur  das
Pengalodann Ashpall Micdng Plant, Laboratorium dan Alat
Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kotn Palembang dengan susumnmn hﬂl.n'_p;ll_un sebaghimann
tercantum dalam Lampiran Keputusan Waliloota ind.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Dikium EKESATU
mEmpUnyal (ugas:

a. menyiapkan, melenghapi, dan memverifikasi kelengkapan
persyaratan administrasi don telmis Pembentukan Unie
Pelaksana Teknis Daerah dan fatau Badan Layanan Unit
Daerah;

b. menyusun Rencana Strategi Bisnis penyelenggaraan
pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dasrah dan/atau
Aadan Layanan Unit Daerah;

¢. menghimpun saran dan rekomendasi icknis terhadap
tahapan penyusunan Unit Pelaksana Teknis Daesrak
dan/atau Badan Layanan Unit Dasrah;

d. memlasilitasi pemenuhan pengembangan pembentukan

Unit Pelaksana Teknis Dacrah dan/atau Badan Lavanan
Unit Daerah; dan

e. membuat lnparan.....

#melqyani BerAKHLAK
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e. membuat  laporan  hasil  penyusunan  dalumen
administratil Unit Pelaksanna Teknis Daerah dan/atau
Badan Layanan Umum Dasrmb.,

KETIOA . Segala biayn yang timbul sebagal akibat ditetapkannys
Keputusan "Walikotn ini dibebankan pada  Anggnran
Pendapntan dan Belanjn Dacsrabh Kotn Palemibarng.

KEEMPAT : HKeputusan Walikota ini mulai  berlaku  pada  tanggal
ilitetnplonn.

riretapkan di Palembang
Ga plos e 202
LEMBANG,
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LAM PLRAN

KEFUTUSAN WALIKOTA FM-EEJ:EAH'H

NOMOR KPT3,/PUPRS2

TENTANG "Ilr'm 'IlmHHrﬂ PENYUSUNAN
DOKUMEN ADMINISTRATIF UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH DAN !ATAL BA
LAYANAN UMUM DAERAH PENOGAWASAN,
PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR DAN
PENGELOLAAN ASHPALT MIXING PLANT,
LABORATORIUM DAN ALAT BERAT PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KOTA PALEMBANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN ADMINISTRATIF
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAN/ATAU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PENGAWASAN, PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR DAN PENGELOLAAN
ASHPALT MIXING PLANT, LABORATORIUM DAN ALAT BERAT PADA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG

a. Penanggung jawab : HKepala Dinas Pekerjaan Umum dam Penatman FHuang

Kotn Palembang

b. Pengarah . Sekretarin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Fuang Kota Palemhang

c.  Ketua . Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pelerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang

d. Sekretaris . Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kecamatan
Alang-Alang Lebar Dinas Pekeraan Umum dan
Penalaan Ruang

e. Tim Narasumber - 1. R. Wisnu Saputro, SE [Kasubdit BLUD, Direktorat
BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Setditjen
Bina Keuda, Kemendagr)]

2. Wahyuni Sri Lestariningsih, MA (Analis Keunngan
Pusal dan Daembh Ahli Muda peda Dirckiosat
BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Sewditjen
RBina Keuda, Kemendagri]

3, Ochtavian E. Pelealu, 5.5TF |Analis Badan Layanan
Umum Daerah pada Direktorat BUMD, BLUD dan
Barang Milik Daerah, Setdiien Dina Keuda,
Kemendagri)

4. Said lskandar Abdullah, 3.1.A (Analls Kebfjakan Ahli
Pe M P.d. Direktorat BUMD, BLUD dan Barang
Milik Dasrah, Setditjen Binn Keuda, Kemendagri)

5. Hendm Wijaya, 5.508, M.5i [Tenagn Ahli Lembagn
Peneliian dan Pengembangan Sosial dan Politik
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas
Inddonesia)

6. Brahmana Purwasstya, 5.5os, M.A81 [Tenaga Ahli
Lembaga Peneliian dan Pengembangan Sosial dan
Politik Fakultas [bmu Sosial dan llmu  Politk
Universitas Indonesia)

T. Fadli, 8E, Ak, MM, CA (Temaga Ahll Lembaga
Penelitian dan Pengembangan Sosinl dan Politik
Fakultas lmu Sosial dan limu Politik Universitas
Inclonesia).

. Tim Penyusurn..,...
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Kajian  Dokumen
Admindstraiif

Ekm Ciuntini, 5T, M50, M.8c
Buyung Rahdinnnesa, 5T
Arifianio Saputra, 8T, M5
Ahmad Fikri, 3T, M.8i
Herman Wijnyn, 8T
Erlina, 8T, M.5i

eng Seknmingrum, 3T
Khairullah, 5T

=25 EA -

g Tim Penyusunan :
Produlk Hukum
Diwerah

Evy Apriani, 8T,, M.SL, 1Al

Ricky Bhirawa Yudha Putra, 8T., MT
Catrin Ayitama, SE

Uswatun Hasanah, SE., MM

Syahrul Effendl, SH

Silpa Prajawnti, SE., Ak, MT
Mona Pratiwi

Hovi Arisandy

b, Fikri Rahmatullah

Rizki Fathya

KM Fathani Utama

SR

h. Tim Administrasi
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MAKARTI

KUNJUNGAN KE DISPERKIM KAB. SLEMAN

23 September 2022

Tim melaksanakan studi tiru ke Kabupaten Sleman
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Persturan Memteri Pekerjaan Umum dan Perumakan Rakyat Momor J0PRTMI01E
Tabus 200IR temarg Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemenntah d
Kementerian Pekerjaan Umum dam Perumahan Rakvat (Berita Negara Republik
Imsdomesia Tahun 2018 omaor 1121)

Peraturan Menteri Pekerjaan L'mum dan Perumahan Rakyar Nomor 13 Tahun 2020
tentang (wganisasi dan Tata Kerja Kememterian Pekenaan Umum dan Perumaban
Rakva {Berita Megara Republik Indomesia Tahun 2020 Momor 473

Peraturan Mentern Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakvar Momor 16 Takun 3030
tentang Organisass dan Tata Kerma Unit Pelaksana Teknas di Kementerian Pekenyaan
Urum dan Perumahan Rakyal sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumaban Rakyar Momor 26 Tashun 2020 tentang Perubahan
Atas Persturan Menten Pekerpaan Umum dan Peramahan Rakval Nomor 16 Tabun 2020
testang Orgamisasi dan Tata Kerja Unil Pelaksans Tekms i Kementeran Peloenjaan
L'mum dan Perumahan Rakyai (Berita Megara Republik Imsdonesia Tahun 2020 Somior
(BES]]

Peratsan Menienn Pelerjaan Umum dam Perumahan Rakvat Nomor 10 Tehun 2021
temang Pedoeman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi {Beriia Megara Republik
Indomesia Tahun 2021 Nomor 286)

Surat Edaran Dwektur Jenderal Bma Marga Somor 16 1SETS2020 temang Spesifikas:
L'mum Bina Marga 20118 untuk Pekerjaan Komstruks Jalan dan Jembatan {Revim 2
Manusal Konstruksi dan Bangunam Meomos 001 -ZBEM200T entang  Pemenksaan
Peralatan Unit Pencampur Aspal Panas (Asphalt Mixing Plart) Buku 2 Pemeriksaan
Kelaikan Chperasi

Manisal Konstruksi dan Bangunan “omor D02'BM 2010 temarg Pemeriksaan Peralatan
Produkss Campuran Betos Semen { Batching Plant)

Peraturan  Menten Dalam MNegeri Nomor 61 wshun 2007 wentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 7% Tahum 2008 tentang Badan Layaran Limam
Dizerak

MAKSUD AN TUJUAN HUKDS

Komsullasi dan  Pembelajaran  temang Pembemtukan LUFTD AMP  memuju
Pembentukan Badan Lavanan Umum Daerah (BLUD) di Dinas Pekerjaan Umum.
Perumzhan den Kawssan Permukiman Kasbupsten Sleman Prowvinsi Daersh [stimews
Yogyakarta

Heemanis Leyal
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BAB I
MATERI

1. RONSEF BADAN LAY ANAN UMUM DAERAH

Dengan terbitnyva PP Mo, 23 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Lavanan Umum vang diubah dengan PP No 74 1ahun 2012 dan Permendagri No. 79 tahun
2018 tentang BLUD (Permendagn 79 tahun Z018), membenkan peluang L'PTD Danas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang unuk menerapkan BLLUD vang
memberikan Neksibiliias di pengelolaannya

Sesuni dengan Permendagr 79 tahun 2018 bahwa BLUD adalah sysiem vang
diterapkan oleh UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakal yang mempunyal
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umummya

Reformasi keuangan negara meéngamanatkan pergeseran sislem penganggaran dari
tradisional menpadi pengganiggaran berbasis kKinenja, agar penggunaan dana pemenntah
menjadi berorientasi pada owtput Perubahan ini samgat peming karema kebutuhan dana
vang makin tinggi tetapi sumber dewa pemerintah terbatas. Penganggaran ini dilaksanakan
oleh pemerintahan modern di berbagai negara Mewirausahakan pemeriniah {enterprising
the government) adalah paradigma untuk mendorong peningkatan pelavanan oleh
pemenintah

Penganggaran berbasis kinerja ditvangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
20013 ventang Keuangan Megara, sedangkan Undang-Undang Momor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Megara Pasal 68 dan Pasal 69 memberikan arahan baru balwa instansi
pemerintah vang tugas pokok dan fungsinva memberi pelavanan kepada masvarakat dapat
menerapkan pola pengelolaan kevangan vang fleksibel demgan  mengutamakan
produkiivitas, efisiensi, dan efektivitas

Prinsip-prinsip pokok yang teruang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi
dazar mstansi pemerintah umuk menerapkan pengelolaan keuangan BLLU . BLU diharapkan
dapat memjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sekior publik, demi
meningkatkan pelavanan pemerinah kepada masyarakat

Pemerintah  Kabupaten Sleman mengambil langkah untuk menyelesaikan
permasalahan kerusakan jalan kabupaten dengan cara pemeliharaan jalan menggunakan
Asphali Mixing Plant { AMP) vang dikelola secara swakelola. Penyelesaian permasalahan
dengan menggunakan Asphalt Mixing Plant (AMP) akan lebih baik karena komposisi
campuran dapat diatur sesuai dengan spesifikasi vang ditentukan, selain ity kualitas
campuran vang digunakan unuk pemeliharaan jalan lebih tepamin Maka dari itu perlu
dilakukan kajian kelayakan ckonomi investasi Asphalt Mixing Plamt (AMP) untuk
menunjang kegiatan pemeliharaan jalan Metode uji kelavakan analisis ekonomi dengan

#meluyanl BerAKHLAK)
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2) Tim Pemeriksa adalah tim vang dibentuk oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan

lalan Masional, bertujuan untuk melakukan pemeriksaan fisik peralatan AMP

IL.3. KETENTUAN UMU'M
a) Tim Pemeriksa dibentuk dengan Sural Keputusan Kepala Balai Besar/Balai
Pelaksanaan Jalan MNasional, beranggotakan sekurang-kurangnva 2 (dua) orang Tenaga
yang ahli di bidang AMP/Batching Plant dan sekurang-kurangnva | (satu) orang
Tenaga yang ahli di bidang laboratorium jalan dan jembatan. Tim Pemeriksa dibentuk
di setiap Provinsi di Lingkungan Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
b

e’

Persyaratan dan Tugas Tim Pemeriksa vaitu,

1) Ada dari Tenaga Ahli vang menguasai bidang komputerisasi AMP/Batching Plam

2) Anggota Tim Pemeriksa harus mengikuti pelatihan pemeriksaan peralatan dan
laboratorium yang diselenggarakan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
(Dapat surat keterangan telah mengikun pelatihan)

3) Tugas tim pemeriksa melakukan pemeriksaan kelaikan operasi Asphalt Mixing Plant
(AMP)/Batehing Plant

¢) Tahapan Pemeriksaan Kelaikan Operasi Peralatan AMP terdiri dari

1} Pemeriksaan Tahap 1. dilakukan atas komponen Peralatan unit pencampur aspal
panas ( AMP) dengan kondisi tidak hidup

2) Pemeriksaan Tahap 11, dilakukan atas komponen Peralatan unit pencampur aspal
panas { AMP) dengan kondisi dihidupkan

3) Pemeriksaan Tahap 111, kelaikan operasi Peralatan unit pencampur aspal panas
{ AMP) dalam kondisi produksi (beroperasi)

d) Pemeriksaan Tahap | adalah pemeriksaan vang dilaksanakan terhadap kondisi teknis
semua bagian atau komponen peralatan AMP, di mana peralatannya dalam keadaan
tidak dihidupkan Kondisi teknis dimaksud amara lain misalnya dinding hot elevator ada
vang keropos, sobek atau berlubang, aus, patah, dial timbangan kacanva pecah, ada
bagian vang tidak lengkap misalnva bucket elevator ada vang tidak terpasang atau sama
sekali tidak ada, sena kerusakan-kerusakan lain sejenisnya
Apabila pada pemeriksaan tahap | masih terdapat kerusakan pada bagian atau
komponennya, maka kerusakan tersebut harus segera diatasi (diperbaiki) agar bisa
dilanjutkan ke pemeriksaan tahap [1. Kondisi peralatan pencampur aspal panas secara
umum dinyatakan baik (pada kesimpulan pemeriksaan peralatan pencampur aspal panas
kondis1 ndak dihidupkan) apabila hasil pemenksaan pada semua Komponen yang
diperiksa telah dinyatakan hasilnva semua baik. (Manual Konstruksi dan Bangunan Mo,
001-2/BM/2007, Bagian 4.1 angka 1)

e) Pemeriksaan Tahap Il adalah pemeriksaan vang dilaksanakan dalam keadaan peralatan

dihidupkan, artinva semua bagian atau komponen yvang bergerak atau bisa digerakkan

bangga >
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b. Penilaian, Walikota membentuk tim uniuk memberikan penilsian aias pengajuan
pembentukan BLUD ridak lebih dari 3 bulan, hasilnya disampikan ke walikota schagai
pertimbangan perseligjuan
1. Persyaratan menjadi BLUD
o Syarat Substantif
Terpenuhi  apabila tugas dan fungsi UPTD bersifat operasional dalam
menyelenggarakan layanan wmum yany menghasilkan semi barangjasa pubhk
b. Dokumen Persyaratan Administras
I Surat Penvatzsan Kesanggupan
2 Pols Tata Kelola
3. Rensira
4. 5PM
5. Laporan Keuangan/ Pragnosis/Proyeksi Keuangan
6. Laporan Audn stsu permyataan bersedia di audst
. Dokumen Pola Tata Keloks
Ditetapkan dengan peraturan kepada dacrah vang memusat antara lain
|. Kelembagaan , memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab,
hubungan kerja dan wewenang
2. Prosedur Kerja . memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja
antara posisi jabatan dan fungs:
¥, Pengelompokan Fungsi | memual pembagian fungsi pelavanan dan fungsi
pendukuny sesua dengan prinsip pengendalian imernal efektivitas pencapain
4. Pengelolaan Sumber Dava Manusia . memuat kebijakan mengenai pengelolasn SDM
vang berorientasi terhadap peningkatan pelavanan kepada masing-masing

5 bangga
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BAB 111
FEXUTUP

MLl KESIMPULAN DDAMN SARAN
Kesimpulan dari Konsultasi dan Pembelajaran tentang Pembentukan UPTD AMP menuju
Pembentukan Badan Lavanan Umum Daerah (BLUD) di Dinas Pekerjaan L'mum, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman, vakn
1. Perlu ditambahkannva beban kerja ke UPTD vang telah ada di Dinas Pekenjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Palembang
2. Perlunya perubahan tupoksi terkait penambahan beban kerja di UPTD vang akan

melaksanakan pengoperasian AMP

T

Diperlukan kajian lelih lanjui mengenan 50P UPTD wang akan melaksanakan

pengopeérasian AMP

L 2. OKUMENTASI

Konsultasi dan Pembelajaran tentang Pembentukan UFTD AMP menuju Pembentukan
Badan Lavanan Umum Daerah (BLUD) di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan
kKawasan Permukiman Kabupaien Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogvakaria.

o ) G20 et BerAKHLAK
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Lﬂ MAKARTI BI

ASISTENSI ONLINE

27 September 2022

Konsultasi dan bimbingan dengan coach.

>4 A N O N N N e

HASIL KONSULTASI
" Koreksi coach, agar cover dibuat semenarik mungkin. "

ba >
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bangsa pratlssurp bl it

50



RAPAT TIM TEKNIS DAN STAKEHOLDERS

03 Oktober 2022

Penyamaan Persepsi dan penguatan komitmen pengelolaan AMP
dengan skema BLUD

AN

Rapat dipimpin langsung oleh project leader dengan
peserta:
« BPKAD
X « Bagian Hukum Bagian Ortala
) « Bagian Perekonomian Sekretaris DPUPR Kabid DPUPR
\ « Jafung DPUPR

(7
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PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jdnlan Slemat Risdy Mo, 213 Kol Lawarey Kidul Kae B Timas 11
Koth Palombang Provinsh Sumabeen Selwian Tolks ¢0711) 710033 . 710305
Fax (D7 11) 710033 Wkt - wwadpupr pairmbang go id

Biomoe v by Pty DPURR-SLUTY 02 Palermbary, ) Doptermbee MITE

gt i Panting Kepads Tih
Lamperdn - FT,
Perihal ¢ UNDAMGAN s e

L
Pl Tdnding

Sebubungan dengan rendbndg  peliclingsn Pripe® Penubafan  tenbtang
memwmquunpmnmmmw
ﬂmw-mwmmmmmwﬂm

vk Cafal hadd pada

Mari ! Tanggal : Senin | 3 Chdober 3022

Puiiail T 1300 WIE & Seles

Tempat : Aysny Rapad Dinat Pelenaan Umom dan Penation
Huang M. Slamet Rigady Ke. 313 Keuraban Lasang Kadu,
Frcamatan D Timae [l Kola Pelesbang

AERHIE ! Penyamasn Pertepsal dan Penguotan Komtmen teniang
Pembeniigon BLUD

Ol deampsdian shes perhaban dan behadeanryma Sucaphan Terims

Eepala Danarg Pelerjaan umum dan Penatasn Busrdg

20 Fjmedien BerAKHLAK
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NOVTU ™

RAPAT FENYAMAAN PERSEPSI DAN PENGUATAN KOMITMEM
TENTAMNG BADAN LAYANAN USAHA DAERAH (BLLIT

HARI TANGGAL AENIN (3 OKTOBRER 2022

PESER A KEFALA DINAS FU DAN PENATAAN RUANG, SEKRETARIS
DINAS, FARA KABID, KABID ARGGARANG BPEAD KABAG
ORTALA SETDA KOTA. KABAG HUKLUM SETDA KOTA,
KABAG PERERONOMIAMN

HASIL RAPAT

1. Ukganeas Badan Lvanan amum dacrsh | BLUD Y adalah sistem vang diterapkan oleh unt

pelaksana teknis dinas /Badan Daerah (Permendagri 79201 8)

BLUD dapat dibentuk dengan memperluas tugas pokek dan fungsi Dinas PL) dan Penataan

Ruzang Kota Palembang

BLUD adalah unit kerja vang usahamva ik umiuk mendapat profis {BLUD no for profit)

BLUD bersifar komporatisass bakan privatisas:

Pembeniukan BLUD harus memenwhi syarat substangif, seknis dan admimistratil

{Permendsgri 792018)

6 Dinas MU dan Penatzan Ruompg Keta Palembang merspakan SKPMD vang bersifw
operasional dalam pemyelengparan pelayonan umum yang menghasilkan bamngjasa
pahlik

7. Hasil produksi AMP dapat digenakan untuk pelavanan kepoda masyamakal yang
berhubungan dengan penyedizan jalan vang mamap. Hassl prodaksinva dapar digunakan
olch Dinas PUPR sendin naupus kebeauhan dinas & lngkumpan pemenintab kota,
pemeniniah prosinss, penscnniah pusal maspun lngkungam permukinman’ perumahan
masyvarakat

E  Sitem BLULD vang akan discrapkan pada UPT Kecamatan Alang Alamg Lebar schagal
penpelola AMP akan dapat memprodubs aspal dengan tanl vang rendsh (di hawah hasga
pasar) karena besaran anf sdak memperhiumghan peofit sedanghan pada usaha swasia
eanf ataw harga jual menambah peofit.  Jods besaran fanl merupakan sehagian biays
produkss ditambab sishssds (gaji pegawai, sewn laban jdan pajak

9 Hesaram uani disctapkan dengan Peraturan Walikota

10 Peserta rapat berkométmen urtuk membentuk UFT Kecamatan Alang Alang Lebar sehagas
wnil pelaksana  tekmis dinas wntuk mengeloda  AMP dengan skema BLUD medala

&L

e

penpundangan Peraturan Wabkota
Fengetahul, Palembang, § cpdober~ 2022
Froject Leader Mol
\ Fy
i |
/ﬂ I.L.-'L =

Ie. HL ANHMAD BASTARL, 5.7, MUY, IPM., ASEAN Eng Sllpa Pr SE., MT., Ak
Pernbiap Utama Muda Pembira
MIP. 19700526199T031006 MIP, 197307 281997032002

ba >
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MAKARTI

KONSULTASI MENTOR

03 Oktober 2022

Sekda sebagai mentor setuju dengan materi RPP dan
menandatangani lembar komitmen

B
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/=== PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

il SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG
T8 Jalan Merdeka Nomor 1
ey Telepon 352695/ 312677 (Fax * 0711-372384)

PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN ROMITMEN MENTOR

Sava vang bertanda tangan di bawah im

Nama : Drs. Ratu Dewa, M. S

NP 19690707 199303 1005
Pangkat'Golongan  : Pembina Utama Madya (1V/d)

Jabatan . Sekretans Daerah Pemerintah Kota Palembang

Dengan im menyatakan bahwa saya bersedia untuk memjadi Mentor dari peserta Pelatihan
Kepemimpinan Nasional Tingkat 11 Kementerian Dalam Negeri, yaitu ;

Nama . Ir. H. Akhmad Batan, 8.T., M. T_, IPM., ASEAN Eng.
NIP : 19700926199703 1006
Pangkat/Golongan  : Pembina Utama Muda (1V/c)

Jabatan - Kepala Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Pemenintah Kota
Palembang

Sclanjutnya akan membenkan dukungan dan bimbingan langsung kepada peserta Pelatihan
Kepemimpinan Nasional Tingkat Il dimaksud selama menyusun hingga mengimplementasikan
Provek Perubahan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagmimanamestinva

ang, 30 September 2022

Drs. Rafu Dewa, MLSi.
Pembing Utama Madya
NIP. 19690707 1993031005

>
G20 JGmeyen BerAKHLAK
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\"M@ Konsultasi tentang pembentukan BLUD ke Direktorat Jenderal Bina
S 4 Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
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Hasil Konsultasi:

1.0PD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD harus
memiliki manfaat yaitu dapat dilakukan peningkatan pelayanan
instansi pemerintah daerah kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa; OPD dapat memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dengan
menerapkan praktek bisnis yang sehat; dapat dilakukan
pengamanan asset negara yang dikelola oleh instansi terkait.

2.Untuk membuat BLUD harus memenuhi persyaratan administratif,
teknis dan substantif.

3.Pembentukan BLUD tidak memberatkan APBD

4.BLUD tidak mencari keuntungan

5.BLUD dijalankan dengan prinsip efisien dan efektif

6.Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan
kinerjanya disusun dan disajikan sebagailbagian yang tidak
terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan dan kinerja OPD
induk

/.Proses pembentukan dan pelaksanaan BLUD harus sesuai dengan
Permendagri No. 79 TAhun 2018.

8.Pihak kementrian siap membantu Dinas PUPR Kota Palembang.

>
melayan BerAKHLAK
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PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Slamet Riady No. 213 Kel. Lawang Kidul Kec. llir Timur Il
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Telp. (0711) 710033 - 710305
Fax. (0711) 710033 Website : www.dpupr.palembang.go.id

SURAT - TUGAS
Nomor : 600/ 2025 /DPU.PR/2022
Dasar - Kegiatan Persiapan Penyusunan Dokumen Administratif BLUD di Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang
MENUGASKAN :
Kepada
No Nama NIP | Jabatan Sekarang |
1. |ir. H. Akhmad Bastari, MT_[PM_ASEAN., Eng | 19700026199703 1006 | Kepala Dinas PUPR Kota Palembang
2, |Eni Amtatulusi, $.5T | 196912191992032003 | Kepala UPTD Kecamatan Alang-Alang Lebar
3. |bilpa Prajawan, 5E,. Ak., MT | 197307281997032002 | Kepala UPTD Kecamatan Kertapati
4. |Nyimas Dewic Hikmah Indah, ST 198410162010012016 | Jafung Subkoor Tata Bangunan & Lingkungan
5. |Ajeng Sckarningrum, ST 198805122015032006 | Staf Bidang Sarana dan Prasarana
6. |[Mona Pratiwi, SP _ Staf UPTD Kecamatan Alang-Alang Lebar
7. |KM. Fathoni Utama, SE Binf Sekretariat

Umuk : 1. Konsultasi tentang Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang ke Direktorat Jenderal
| Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 06 — 08 Olktober
2022
2. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

Di Tetapkandi : Palembang
Pada tanggal : QY Okiober 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Palembang

Ir. Bastari, MT_, IPM_, ASEAN , Eng

NIP. 19700926 199703 1 006

G20 #melqyam Bel'AKHI.AK
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RAPAT TIM EFEKTIF

19 Oktober 2022

e

RAPAT TIM UNTUK MEMBAHAS DRAFT PERWALI.

Tim membahas tambahan atau perubahan isi perwali yang
\ disesuaikan untuk menambahkan tugas pokok dan fungsi pada UPT
\ Kecamatan Alang-Alang Lebar untuk mengelola AMP, Laboratorium
' dan alat-alat Berat. Berikut disampaikan juga Perwali yang lama
sebagai dasar untuk melakukan perubahan.

i BerAKHLAK
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KOORDINASI DENGAN BAGIAN HUKUM

16 November 2022

>
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KOORDINASI DENGAN BPKP PERWAKILAN SUMSEL

18 November 2022

Konsultasi ke BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

\ o Hasil Konsultasi : Diminta untuk segera menyiapkan dokumen
: administrative, substantif dan teknis

# melqunl BerAKHLAK
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Acara ; k-n-ﬁ',’,ulbth' "Jﬂ BPee
HarifTanggal : Jumak /13 NovetMber 202,

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Slamet Riady No. 213 Kel. Lawang Kidul Kec. llir Timur ||
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Telp. (0711) 710033 - 710305
Fax. (0711) 710033 Website : www.dpupr.palembang.go.id

DAFTAR HADIR

ND

HAMA

JABATAN

1

Pre. Iroten Mli,h‘lﬁ.ﬁk,u‘t

Auditor Mady, - Boep.

2

T ADastasi ST. VIT- 1K ASe

R
Fepala Dinag PUPR. ‘ﬂ' fe
£

* | Propus ST T Yonip  PRFTAS .

| 9w Mudis Dbl | [adnd B lRoM -

5 |Indah Sari Mubyabi , SE. W57 Buditer Muds - BPep. L\,,l' L
¢ | Silp.P- g - POPE %

’ Hcm‘ \fpaam Sk e Pupe- ‘

* kM. Fothoni  timma Stag  pove 1.

10

Kepala Dinas PU Dan Penataan Ruang
Kota Palembang

Ir, H. Akhmad Bastari, ST.,MT.IPM, ASEAN Eng.

Nip. 197009261997031006

>
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HARMONISASI KE BIRO ORTALA
SETDA PROV. SUMSEL

21 November 2022

Meminta rekomendasi dari Biro Organisasi SETDA provinsi Sumsel

R @A NS Z =l TN o w ot SRRRNRNTERAS

Hasil konsultasi ke Biro Organisasi Provinsi Sumatera Selatan pada
saat meminta rekomendasi, Biro meminta agar menambahkan
keterangan dan penjelasan mengenai pentingnya penambahan
tupoksi untuk UPTD Kecamatan Alang Alang Lebar.

Hal ini akan dimasukkan dalam rekomendasi yang mereka berikan.

Untuk itu project leader melalui Bagian hukum setda memberikan
\ keterangan sebagai berikut.

>
Goo JEmeidyoni BerAKHLAK
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Latar belakang panambahan tupoksi pengelolaan AMP ke tupoksi
UPTD Alang Alang Lebar:

1.PUPR memiliki aset berupa alat AMP dengan lahan yang luas,
Laboratorium dan alat-alat berat yg belum di kelola secara
optimal.

2.Kondisi infrastruktur kota terutama jalan memerlukan
pemeliharaan rutin dengan anggaran biaya yang tinggi.
3.Pengelolaan dan pemanfaatan AMP selama ini sangat
tergantung pada anggaran biaya Dinas PUPR ( APBD). Hal ini
sangat membatasi produksi aspal sehingga AMP tidak bisa
berproduksi secara optimal ( jauh di bawah kapasitasnya)
4.Lokasi unit AMP dll berada di Kecamatan Alang Alang Lebar
5.Pengelolaan aset ini belum ada unit pengelolaan tersendiri
sehingga untuk optimalisasinya dibutuhkan unit
penanggungjawab tersendiri.

e
A
020
ey
2heR
e

00 Frmodseni BerAKHLAK

64 - iNponesa ba ngsa s b e

0



HARMONISASI KE BIRO ORTALA
SETDA PROV. SUMSEL

21 November 2022

\ Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui
\ Biro organisasi memberikan rekomendasi seperti tercantum berikut:

>
eggini BerAKHLAK




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapien A. Hivai Nomor 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : [0T11) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126

E-mail : pumselasumselprov,go.id, Webasite : www. sumselprov.go.id
e
Palembang, 24 November 2022
Kepada
Nomor : 061/Y169 /VII/2022 Yth. Walikota Palembang
Silat = c.q. Sekretaris Daerah
Lampiran - - i
— i
Hal : Fasilitasi Peraturan .
. Palembang
Walikota
Schubungan dengan surat Saudara Nomor

188.34/002745/111/2022 tanggal 18 November 2022, telah
disampaikan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.

Terhadap Peraturan Walikota tersebut dapat ditetapkan
dengan  kententuan masih  perlu  diperbaiki/disempurnakan
scbagai berikut :

1. Konsiderans Menimbang,

a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan asel
Asphalt Mixing Plant yang ada di UPTD Pengawasan
Pengendalian Inprastruktur dan Tata Ruang, Laboratorium
dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar;

b. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan Asphalt Mixing Plant
dalam rangka mendukung pembangunan inprastruktur jalan
yang ada di Kota Palembang dan Kabupaten/Kota lainnya di
Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu adanya lembaga yang
menangani  Asphalt  Mixing Plant  schingga perlu
dilakukannya penyesuaian tugas dan fungsi serta perubahan
nomenklatur UPTD Pengawasan Pengendalian Inprastruktur
dan Tata Ruang, Laboratorium dan Alat Berat Kecamatan
Alang-Alang Lebar;

c. bahwa berdasarkan petimbangan secbagaimana dimaksud
dalam hurufl a dan huruf b berdasarkan surat Gubernur
Sumatera Sclatan Nomor.........tanggal........hal Fasilitasi
Peraturan Walikola, maka dipandang perlu menctapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas peraturan
Walikota Nomor 59 Tahun 2017.... dst......

2. Dasar Hukum Mengingat.

a. Angka 3 akhir kalimat ditambah dengan kalimat
* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nemor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402)",

: bangga
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KONSULTASI KE BAGIAN HUKUM SETDA KOTA
PALEMBANG

23 November 2022

4 Menyampaikan rekomendasi dari provinsi ke Bagian Hukum Setda
\ Kota Palemban dan melakukan
penyesuaian sesuai rekomendasi yang didapat.

ba >
meiayani BerAKHLAK
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MAKARTI

>
& &

PENYAMPAIAN PERWALI

1Desember 2022.

Peraturan Walikota diundangkan.

WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PALEMBANG

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan aset
Asphalt Mixing Plant yang ada di Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan
Tata Ruang, Pengelolaan Ashpalt Mixing Plant,
Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang
Lebar;

b. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan Ashpalt Mixng
Plant dalam rangka mendukung pembangunan
infrastruktur jalan yvang ada di Kota Palcmbang dan
Kabupaten /Kota lainnya di Provinsi Sumatera Selatan,
maka perlu adanya lembaga yang menangani Ashpalt
Mixing Plant sehingga perlu dilakukan penyesuaian
tugas dan fungsi serta perubahan nomenklatur Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan, Pengendalian
Infrastruktur dan Tata Ruang, Pengelolaan Ashpalt
Mixing Plant, Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan
Alang-Alang Lebar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huraf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

\ Palembang;

A\ Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1939 tentang Pembentukan
\ Daerah Tingkat [l Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan
Daerah Tingkat [ Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
\ Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

\ Republik Indonesia Nomor 1821);

>
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia MNomor S8BT)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Doaerah (Lembaran Negora Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang
{Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6)
scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2022 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota Palembang
{Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor &);

6. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang
Tahun 2016 Nomor 50);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 59
Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang
Tahun 2017 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, schingga berbunyi sebagai
berikut:
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Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
Kota adalah Kota Palembang.

1.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

3. Walikota adalah Walikota Palembang.

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota
Palembang.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Palembang.

7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Palembang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Palembang.

9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang.

10. Kepala Bidang adalah seluruh Kepala Bidang pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Palembang.

11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai
Perangkat Daerah Kota Palembang, yang dipimpin oleh
Camat.

12. Unit Pelaksana  Teknis Daerah Pengawasan,
Pengendalian  Infrastruktur dan Tata  Ruang
Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD
Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata
Ruang adalah seluruh UPTD pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang yvang merupakan unsur
pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Palembang.

13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah
vang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Air
Limbah adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang vyang merupakan unsur
pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Palembang.

14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan,
Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang
selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Palembang.

15. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawasan,
Pengendalian  Infrastruktur dan Tata  Ruang,
Pengelolaan Asphalt Mixing Plan (AMP), Laboratorium,
dan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang yang seclanjutnya disebut Kepala
UPTD adalah Kepala UPTD pada Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Palembang.

16. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub
Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Palembang.
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17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

Petugas Teknis Operasional/Koordinator adalah
Petugas Teknis Operasional /Koordinator pada UPTD
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Palembang.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya
dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.

Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha atau
kegiatan yang berwujud cair, meliputi air limbah dari
kegiatan rumah tangga (domestik), kegiatan non
kerumahtanggaan (non domestik), dan air domestik
dan/atau non domestik yvang tercampur dengan air
hujan dalam saluran drainase.

Air Limbah Domestik adalah air limbah dari kegiatan
kerumahtanggaan (mandi, cuci kakus) yang berasal
dari berbagai sumber (rumah tinggal/apartemen/
asrama /hotel /restoran, perkantoran, perniagaan,
rumah akan, rumah sakit, dan industri).

Pengelolaan Air Limbah adalah upaya yang sistematis,
menyeluruh dan berkesinambungan dalam
merencanakan, melaksanakan, memantau dan
mengevaluasi penanganan air limbah.

Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya
disebut IPAL adalah sarana dan prasarana pengelolaan
air limbah domestik, termasuk sistem jaringannya,
baik dengan sistem setempat maupun sistem terpusat
yvang dikelola sendiri maupun UPTD.

Daur Ulang Air Limbah adalah kegiatan pemanfaatan
kembali air limbah yang telah diolah untuk tambahan
pemenuhan kebutuhan sumber air.

Perencanaan Pengelolaan Air Limbah adalah suatu
proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang
akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu
terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat,
kelembagaan dan legalitas) dan aspek fisik (teknis dan
operasional serta pembiayaan) dalam penanganan air
limbah.

Pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah adalah rangkaian
kegiatan pembangunan pengoperasian, perawatan dan
rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik
vang digunakan terhadap pengelolaan air limbah.
Pemantauan Pengelolaan Air Limbah adalah kegiatan
pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap
seluruh hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah.
Evaluasi Pengelolaan Air Limbah adalah kegiatan
penilaian terhadap seluruh perencanaan, pelaksanaan
dan pemantauan pengelolaan air limbah untuk
kemudian dijadikan masukan perbaikan dan
peningkatan kinerja pengelolaan air limbah.
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23.

29,

30.

31.

(1)
(2)

Instalasi Pengolahan Air Limbah Kawasan yang
selanjutnya disebut [PAL Kawasan adalah wunit
pengelolaan air limbah yang luasan wilayah kerjanya
secara parsial yang ditentukan sesuai dengan kondisi
di lapangan.

Instalasi Pengolahan Air Limbah Perkotaan yang
selanjutnya disebut JPAL Perkotaan adalah wunit
pengelolaan air limbah yang luasan wilayahnya
meliputi daerah secara keseluruhan.

Pengelolaan Asphalt Mixing Plan (AMP), Laboratorium,
dan Alat Berat adalah suatu proses kegiatan untuk
mengelola, memelihara, mengusahakan, dan layanan
peralatan Asphalt Mixing Plan (AMP), Laboratorium,
dan Alat Berat.

Badan Layanan Umum Daerah wyang selanjutnya
disebut BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah
UPTD Unit Kcrja Dinas Pckerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Palembang.

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPTD Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri

dari:

a. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur
dan Tata Ruang Kecamatan Ilir Timur Satu;

b. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur
dan Tata Ruang Kecamatan Kemuning;

c. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur
dan Tata Ruang Kecamatan llir Timur Dua dan
Kecamatan Ilir Timur Tiga;

d. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur
dan Tata Ruang Kecamatan Kalidoni;

e. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur
dan Tata Ruang Kecamatan Sako;

f. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur
dan Tata Ruang Kecamatan Sematang Borang;

g. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur
dan Tata Ruang Kecamatan Ilir Barat Satu;

h. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur
dan Tata Ruang Kecamatan Bukit Kecil;

i. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur
dan Tata Ruang Kecamatan Ilir Barat Dua;

j. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur
dan Tata Ruang Kecamatan Gandus;

k. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur
dan Tata Ruang Kecamatan Sukarami;

. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur
dan Tata Ruang, Pengelolaan Ashpalt Mixing Plant
(AMP), Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan
Alang-Alang Lebar.
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m. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur
dan Tata Ruang Kecamatan Seberang Ulu Satu
dan Kecamatan Jakabaring;

n. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur
dan Tata Ruang Kecamatan Kertapati;

o. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur
dan Tata Ruang Kecamatan Seberang Ulu Dua;

p. UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur
dan Tata Ruang Kecamatan Plaju;

q. UPTD Pengelolaan Air Limbah;

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sechingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan kegiatan operasional pengawasan
lapangan baik pembangunan maupun kerusakan jalan,
drainase dan bangunan di wilayah kecamatan;

b. penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan mengenai
ketentuan yang berlaku dibidang pekerjaan umum dan
penataan ruang di wilayah kecamatan;

c. pengoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja
lainnya;

d. penyampaian laporan kegiatan operasional kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris dan/atau Kepala
Bidang vang terkait;

e. Khusus UPTD Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur
dan Tata Ruang, Pengelolaan Ashpalt Mixing Plant
(AMP), Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan Alang-
Alang Lebar mepunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja;

2. perumusan kebijakan teknis pelayanan pemanfaatan
peralatan, laboratorium, dan pengolahan aspal;

3. pelayanan pinjaman alat berat dan alat angkut;

4, pelayanan pengujian tanah, bahan dan konstruksi;

5. pelaksanaan pengolahan aspal;

6. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;

7. pemeliharaan keamanan internal sarana dan
prasarana;

8. pemungutan, pencatatan dan penagihan retribusi
pemanfaatan peralatan, laboratorium, dan

pengolahan aspal; dan
9, pelaksanaan ketatausahaan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:
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penyusunan rencana dan program kerja di wilayah

kecamatan dan memantau pelaksanaannya;

pengawasan dibidang pekerjaan umum dan penataan

ruang di wilayah kecamatan;

pelaksanaan pengawasan dan penertiban dibidang

pekerjaan umum dan penataan ruang yang

melanggar /tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan dibidang

pekerjaan umum dan tata ruang pada wilayah

kecamatan;

pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi

terkait lainnya;

penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan

tugas UPTD;

penyusunan rencana program Kkerja dan anggaran

kegiatan pengelolaan air limbah;

. penyelenggaraan adminstrasi dan teknis pengelolaan,

penaganganan dan pemanfaatan air limbah;

pelaksanaan pelayanan jasa pengelolaan air limbah,

pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah;

pengendalian dan pembinaan kegiatan pengelolaan

dan daur ulang air limbah yang dikelola masyarakat;

pengoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka

kerja sama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam

pengelolaan air limbah;

pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi,

komunikasi dan promosi kepada masyarakat guna

meningkatkan kepedulian terhadap pengelolaan air

limbah;

. penyediaan informasi kepada masyarakat mengenai

pengelolaan air limbah;

. penyelenggaraan kegiatan survei dan penelitian guna

menunjang pengelolaan air limbah;

penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan

kegiatan kepada Kepala Dinas;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerja;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas;

Khusus UPTD Pengawasan, Pengendalian

Infrastruktur dan Tata Ruang, Pengelolaan Ashpalt

Mixing Plant (AMP), Laboratorium, dan Alat Berat

Kecamatan Alang-Alang Lebar:

1. penyusunan rencana kerja;

2. perumusan kebijakan teknis pelayanan
pemanfaatan peralatan, laboratorium, dan
pengolahan aspal;

3. pelayanan pinjaman alat berat dan alat angkut;

4. pelayanan pengujian tanah, bahan dan konstruksi;

S. pelaksanaan pengolahan aspal;

6. pemeliharaan dan perawatan sarana dan
prasarana;

7. pemeliharaan keamanan internal sarana dan
prasarana;
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8. pemungutan, pencatatan dan penagihan retribusi
pemanfaatan peralatan, laboratorium, dan
pengolahan aspal; dan

9. pelaksanaan ketatausahaan.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha
mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk
melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai
dengan bidang tugasnya;

b. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;

c. penyiapan Surat Peringatan terhadap penutupan jalan,
drainase, bangunan dan pelanggarannya serta
peninjauan ke lapangan dibuat Berita Acara Hasil
Pemeriksaan;

d. penvampaian Surat Peringatan kepada yang
bersangkutan atas pelanggarannya;

e. pembuatan laporan kegiatan pelaksanaan tugas;

f. pelaksanaan kegiatan administrasi surat menyurat,

perjalanan dinas dan kearsipan;

penyelenggaraan administrasi kepegawaian;

penyelenggaraan unsur rumah tangga, perlengkapan

dan kehumasan:

i. penvelenggaraan administrasi pengelolaan barang

daerah;

pengelolaan administrasi keuangan;

penyusunan laporan kegiatan UPTD;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPTD;

. khusus untuk UPTD Kecamatan Alang-Alang Lebar

pelaksanaan pembukuan dan pelaporan keuangan.

=

g

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12

Petugas Teknis Operasional/Koordinator sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan inventarisasi dan pengawasan terhadap
kegiatan teknis operasional dibidang pekerjaan umum
dan penataan ruang;

b. penyampaian Surat Peringatan kepada pemilik atau
penanggung jawab kegiatan;

c. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi dibidang
pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. pengusulan pemberhentian kegiatan teknis
operasional dibidang pekerjaan umum dan penataan
ruang vang tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
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(1)

(2)

(3)

(4)

. pelaksanaan kerja sama dan berkoordinasi dengan

pihak terkait;

pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pengawasan,
Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang,
Pengelolaan Ashpalt Mixing Plant (AMP), Laboratorium,
dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar;
pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengelolaaan air
limbah dan penyusunan rencana penggunaan lahan
baik milik pemerintah atau masyarakat yang
digunakan untuk limbah dan penyusunan rencana
penggunaan lahan baik milik pemerintah atau
masyarakat vang digunakan untuk menunjang
pembangunan instalasi air limbah;

. koordinator IPAL Kawasan mempunyai tugas pokok

melakukan kegiatan perancanaan, pembangunan,
operasional dan pemeliharaan IPAL Skala Kawasan;
koordinator IPAL Perkotaan mempunyai tugas pokok
melakukan kegiatan perencanaan, pembangunan,
operasional dan pemeliharaan IPAL Skala Perkotaan;
dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
UPTD.

. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:
Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas
melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi UPTD
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai
dengan keahlian yvang dibutuhkan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah
tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yvang terbagi
dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Pengawasan,
Pengendalian Infrastruktur dan Tata Ruang,
Pengelolaan Ashpalt Mixing Plant (AMP), Laboratorium,
dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang Lebar terdiri
dari Jabatan Fungsional atau Jabatan Pelaksana atau
Sentral lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas UPTD
Pengawasan, Pengendalian Infrastruktur dan Tata
Ruang, Pengelolaan Ashpalt Mixing Plant (AMP),
Laboratorium, dan Alat Berat Kecamatan Alang-Alang
Lebar sesuai dengan keterampilan dan keahlian.
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Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

i Palembang
23 NOVEMBER' 2022

Diundangkan di Palembang
= .1padaltanggal 29 NOVEMBER 2022
= TARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

“BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR Tlf

melqyam
78 G2 # bangsa

BerAKHL LAK

wwm



BAB III
KESIMPULAN

A. Tata Kelola Proyek Perubahan

Proyek Perubahan merupakan suatu strategi yang diambil oleh project leader dengan tujuan
untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap kinerja organisasi agar organisasi
menjadi lebih adaptif dan berkembang dalam menghadapi setiap dinamika atau perubahan
yang ada. Tata kelola merupakan rangkaian proses yang merencanakan, mempengaruhi,
mengarahkan, mengelola, dan mengontrol suatu proyek perubahan pada organisasi. Pihak-
pihak yang terlibat dalam tata kelola proyek perubahan ini adalah Mentor, Coach, Project
Leader dan Tim Efektif.

Tata kelola proyek perubahan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang
diinginkan dalam proyek perubahan sekaligus untuk memberikan jaminan kelancaran
terlaksananya proyek perubahan. Tata kelola proyek perubahan berisi unsur-unsur yang
terlibat dalam proyek perubahan yang bertanggung jawab melaksanakan tugas yang telah
ditetapkan. Unsur- unsur yang terlibat dalam proyek perubahan ditempati oleh sumber daya
manusia yang memiliki kompetensi keahlian dan berpengaruh positif terhadap proyek
perubahan. Proyek perubahan dikelola dengan koordinasi yang intensif antara Mentor, Coach,
Project Leader dan Tim Efektif yang terbagi dalam Tim Pelaksana dan Tim Teknis Lainnya.

B. Pencapaian Output Jangka Pendek

Project leader telah menyelesaikan milestone jangka pendek sesuai dengan apa yang telah
direncanakan dan ditetapkan. Hasil akhir dari tahap ini adalah mengundangkan Peraturan
Walikota Palembang Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2017
Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kota Palembang. Perwali ini diundangkan pada tanggal 1 Desember dengan
nomor 74. Pencapaian ini didapat dengan mulai menemukan ide pengelolaan AMP dengan
skema BLUD lalu mendapat persetujuan dari coach dan mentor. Setelah mendapat
persetujuan, langsung membentuk tim efektif untuk menyusun siapa-siapa saja yang terlibat
dalam proses pembentukan UPT BLUD yang akan menjadi cikal bakal terbentuknya BLUD.
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Project leader dan tim mulai melakukan kegiatan-kegiatan yaitu:

1.Konsultasi dan studi tiru ke Kabupaten Sleman sebagai kabupaten yang telah menerapkan
BLUD untuk mengelola AMP, alat berat dan laboratorium.

2.Melakukan rapat dengan tim teknis sesuai SK Walikota Nomor 332/KPTS/DPUPR/2022
tentang tim teknis penyusunan dokumen administrative unit pelaksana teknis daerah dan atau
badan layanan umum daerah, pengawasan, pengendalian infrastruktur dan pengelolaan
asphalt mixing plant, laboratorium dan alat berat pada dinas pekerjaan umum dan penataan
ruang kota Palembang. Rapat ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan penguatan
komitmen pengelolaan AMP dengan skema BLUD.

3.Konsultasi ke Direkotrat BUMD, BLUD, dan BMD Kementrian Dalam Negeri dengan hasil
sebagaimana terlampir dalam laporan proyek perubahan ini.

4.Konsultasi ke BPKP Perwakilan Sumatera Selatan yang intinya, PUPR diminta untu segera
menyiapkan dokumen administratif, substantif dan teknis sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Selain itu, BPKP siap dan bersedia apabila PUPR ingin melakukan asistensi.

5.Beberapa kali konsultasi ke Bagian Hukum Setda Kota Palembang mulai dari penyusunan SK
Walikota tentang Tim Teknis sampai terundangkannya Peraturan Walikota yang merupakan
target capaian output jangka pendek proyek perubahan ini.

6.Konsultasi dan harmonisasi ke Bagian Organisasi Setda Kota Palembang untuk membahas
perubahan perwali.

7.Konsultasi dan meminta rekomendasi dari Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan.

8.Setelah perwali diundangkan, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 mengadakan focus
group discussion (FGD) tentang pengelolaan AMP dengan Skema BLUD.

C. Pencapaian Output Jangka Menengah dan Jangka Panjang

Setelah target jangka pendek tercapai, selanjutnya project leader akan segera menyusun dokumen
adminstratif, substantif dan teknis, mempersiapkan dan menyediakan anggaran untuk proses
pelaksanaan kegiatan pada tahap jangka menengah serta melakukan promosi dan kerjasama
dengan stakeholder terkait. Untuk Jangka panjang menjadikan AMP dengan skema BLUD hingga
menjadi mandiri dan profesional dengan cara peningkatan kompetensi sumber Daya Manusia
(SDM) serta melakukan strategi marketing yang efektif.
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